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Oleh 

NOVELIA SHESA RAMADHINA 

Tindakan kekerasan masih marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berbagai 

jenis bentuk kekerasan baik dalam bentuk fisik seperti pemukulan dan dalam bentuk 

psikis seperti penghinaan dan ucapan lain yang keduanya memiliki dampak yang 

buruk bagi korbannya seperti munculnya rasa sakit, luka-luka, lebam, trauma 

psikologis hingga berujung kematian. Tindak kekerasan merupakan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana belaku secara umum termasuk pada 

seorang polisi yang melakukan tindak kekerasan. Rumusan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana 

polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian 

dan apakah faktor yang menjadi penghambat pertanggungjawaban pidana polisi 

yang melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian. 

Metode penelitian yang digunakan ada pendekatan yuridis normatif dan pendekatan 

yuridis empiris. Pengumpulan data yakni data primer dan data sekunder dengan 

data primer yang diperoleh dari narasumber dalam penelitian adalah Dosen Bagian 

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh 

dari penelitian kepustakan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pertanggungjawaban pidana polisi yang 

melakukan kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian telah memenuhi 

seluruh unsur pertanggangungjawaban pidana mulai dari unsur niat jahat yang 

dapat dilihat dari tindakan pelaku yang sengaja menggunakan kekerasan untuk 

membuat korban jujur padahal tahu hal tersebut dilarang oleh hukum. Serta tidak 

dapat ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar karena pelaku telah memenuhi 

unsur barang siapa dan melakukan penganiayaan. (2) faktor penghambat dalam
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pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan kekerasan terhadap tahanan 

yang berakibat kematian yaitu faktor hukum, faktor penegak hukumnya, faktor 

sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Sedangkan faktor yang 

paling menonjol dalam menghambat pertanggungjawaban pidana polisi yang 

melakukan kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian faktor penegak 

hukum dan faktor masyarakat.  

Saran yang dapat diusulkan dalam penelitian ini adalah Majelis hakim dapat 

memberikan sanksi yang sesuai kepada perbuatan pelaku tanpa melihat kedudukan, 

status sosial, kekayaan, pekerjaan, agama, ras, dll. Karena setiap orang berhak 

untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan tidak ada pengecualian serta 

dibutuhkan penyuluhan hukum kepada masyarkat mengenai tindak kekerasan dan 

akibatnya sehingga tindakan ini dapat dihindarkan. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Polisi, Tindak Pidana Kekerasan, 

Tahanan. 

  



ABSTRACT 

 

 

CRIMINAL LIABILITY OF POLICE WHO COMMIT VIOLENCE AGAINST 

PRISONERS RESULTING IN DEATH (Study Decision Number: 

52/PID/2024/PT SMG) 

 

BY 

NOVELIA SHESA RAMADHINA 

Acts of violence are still rampant in people's lives. Various types of forms of violence 

both in physical form such as beating and in psychological form such as insults and 

other words that have a bad impact on the victim such as the appearance of pain, 

injuries, bruises, psychological trauma and even death. Acts of violence are acts 

that are contrary to the law, so the perpetrator must be held accountable for his 

actions. Criminal liability generally includes a police officer who commits an act 

of violence. The formulation of the problem used in this study is how is the criminal 

liability of the police who commit acts of violence against prisoners that result in 

death and what are the factors that hinder the criminal liability of the police who 

commit acts of violence against prisoners that result in death. 

The research method used is a normative juridical approach and an empirical 

juridical approach.data collection, namely primary data and secondary data with 

primary data obtained from the source person in the research is a Lecturer in the 

Criminal Law Section, Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data 

were obtained from literature research. 

The results of the study show that: (1) the criminal liability of the police who commit 

violence against prisoners resulting in death has met all elements of criminal 

responsibility starting from the element of malicious intent which can be seen from 

the actions of the perpetrator who deliberately uses violence to make the victim 

honest even though he knows it is prohibited by law. And there is no excuse and 

justification because the perpetrator has fulfilled the elements of who and 

committed the persecution. (2) inhibiting factors in criminal liability of the police 

who commit violence against prisoners that result in death is legal factors, 
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law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors and 

cultural factors. Meanwhile, the most prominent factor in hindering the criminal 

accountability of the police who commit violence against prisoners resulting in the 

death of law enforcement factors and community factors. 

The suggestion that can be proposed in this study is that the panel of judges can 

give appropriate sanctions to the actions of the perpetrators regardless of position, 

social status, wealth, occupation, religion, race, etc. Because everyone has the right 

to be treated equally before the law and there are no exceptions and legal 

counseling is needed to the community regarding acts of violence and its 

consequences so that this action can be avoided. 

Keywords: Liability, Police, Violent Crimes, Prisoners. 
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MOTTO 
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(Q.S. Ad-Dhuha: 11) 

 

”Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan” 

(Bernadya) 

 

“Just because it makes someone disappointed, doesn't mean it's wrong" 

(Tawan) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perilaku manusia memerlukan hukum sebagai pedoman untuk menjalankan 

kehidupan dengan tujuan mewujudkan ketertiban, kedamaian dan kenyamanan 

dalam masyarakat. Indonesia Sebagai negara hukum sebagaimana dimuat dalam 

pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia (HAM) dan memiliki kedudukan yang setara dihadapan hukum, tanpa 

adanya pembedaan. Hukum menjadi aspek terpenting dalam pelaksanaan atas 

rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin 

adanya kepastian hukum dalam masyarakat.1 Hukum berperan untuk membatasi 

dan mengatur pengendalian tingkah laku manusia. Hal tersebut sejalan dengan 

ungkapan “ubi sosietas ibi ius” yang memiliki arti dimana ada masyarakat disitu 

ada hukum yang mengaturnya. Ungkapan ini bermaksud bahwa setiap penegakan 

hukum yang terjadi harus dilakukan secara adil dan merata. Dengan begitu manusia 

akan tunduk pada hukum yang sama. 

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara 

yang menyelenggarakan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak  boleh 

dilakukan/dilarang/terlarang.2 Hukum Pidana berada dalam bidang hukum publik, 

sebagaimana hukum lain yang berlaku di Indonesia, seperti Hukum Tata Negara, 

Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Sebagai hukum publik 

kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, 

sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya   

                                                           
1 Yuhelson, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo: Ideas Publishing, hlm. 3. 
2 Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, 2021, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan 

Hukum Pidana, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 2.  
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menjadi dominan.3 Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan 

berlakunya hukum pidana (Het Wetboek Van Strafrecht) di negara Belanda dengan 

adanya asas konkordansi.4 Subjectief Strafrecht memiliki hak dan wewenang untuk 

menjatuhkan pidana dalam setiap tindak pidana.5 Mezger mengartikan hukum 

pidana sebagai aturan-aturan yang mengikatkan pada suatu akibat yang berupa 

pidana. Hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana materiil dan hukum 

pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang perbuatan yang dilarang 

dan ancaman pidananya bila perbuatan tersebut dilaksanakan. Sedangkan hukum 

pidana formil mengatur proses untuk menentukan seseorang terbukti secara fakta 

bersalah melalui melalui beberapa tahapan yaitu penyidikan, penuntutan dan 

pelaksanaan putusan. Untuk menentukan seseorang bersalah diperlukan 

pembuktian yang dilakukan oleh penegak hukum. 

Berdasarkan bentuknya hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana 

tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku I  tentang 

Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran 

dan undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

diatur kedalam Undang-Undang tersendiri, seperti Undang-undang Tindak Pidana 

Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Perlindungan 

Anak, Undang-undang Psikotropika, Undang-undang Tindak Pidana Pornografi, 

Undang-undang Terorisme, dan Undang-undang Tindak Pidana Narkotika dan 

hukum pidana tidak tertulis seperti norma dan aturan adat yang digunakan oleh 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.6 

Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk pidana, apabila tidak ada 

tindak pidana yang dilakukan. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana 

tidak selalu dia dapat dipidana.7 Dipidananya seseorang harus diperkuat oleh bukti  

                                                           
3 Tofik Yanuar Chandra, 2022, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 14. 
4 Agus Rusianto, 2016,  Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta:  

Kencana, hlm. 1. 
5 Erdianto Effendi, 2011,  Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 

hlm. 139. 
6 Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 

5. 
7 Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum 

POSITUM, Vol.5 No.2, hlm. 14. 
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yang menunjukan bahwa seseorang tersebut terbukti telah melakukan perbuatan 

melawan hukum. Seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan 

hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan melawan hukum 

belum menentukan si pelaku dapat dipidana. Adanya unsur kesalahan dan 

kemampuan bertanggung jawab yang melekat menjadi bahan penilaiaan apakah 

orang tersebut dapat dipidana.8 Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Tidak 

seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat 

pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa 

seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan 

yang didakwakan atas dirinya”. 

Seseorang yang dianggap mampu adalah dia yang mampu memahami akibat dari 

perbuatannya, mampu mengerti bahwa perbuatannya dilarang dan mampu untuk 

menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan. Sedangkan dalam Pasal 

44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap tidak mampu 

bertanggung jawab adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dengan 

kondisi jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. 

Perbuatan tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena diperintahkan, tidak 

menyadari dan memiliki penyakit yang berhubungan dengan perbuatannya seperti 

Kleptomania, Pyromania dan Claustropobia.9 Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia mendefinisikan gangguan jiwa sebagai alih fungsi jiwa yang 

menyebabkan fungsi jiwa yang terganggu, sehingga timbul kesulitan dan hambatan 

pada individu untuk menjalankan peran sosial. Gangguan ini dapat mengubah 

penanganan hukum pada seseorang.10 

Kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya dalam melakukan sesuatau 

ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan dan pribadi. Kebebasan 

                                                           
8 Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Yogyakarta: 

Deepublish, hlm. 35. 
9 Ibid. hlm. 36. 
10 Hasan, P. M., Maulani, D. G., Tamza, F. B., Firganefi, F., & Husin, B. R. 2025, 

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap Gangguan Skizofrenia 

Criminal Liability For People Of The Crime Of Theft For People With Schizophrenia Disorder, 

Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.5 No.1, hlm 2902. 
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yang telah diberikan tetap tidak boleh bertentangan dengan aturan. Menurut Van 

Hamel kemampuan untuk bertanggung jawab merupakaan suatu kondisi normalitas 

psikis dan kematangan, yang memiliki tiga jenis kemampuan, yaitu: 

1. Untuk mengerti/mengetahui lingkungan kenyataan dari tindakannya sendiri. 

2. untuk memahami tindakannya merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh 

masyarakat. 

3. Kepada tindakannya dapat menentukan kehendaknya.11 

Pertanggungjawaban pidana sendiri dalam bahasa asing disebut sebagai 

"toerekenbaarheid", “criminal responsibility", "criminal liability". Teori 

pertanggungjawaban pidana dapat menentukan apakah seseorang dikenakan sanksi 

atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya. Pada prinsipnya Seseorang dapat 

dimintai pertanggungjawaban pidana, jika perbuatannya melawan hukum dan tidak 

memiliki alasan pembenar.12 Sanksi atau hukuman dapat diberikan sebagai bentuk 

tanggungjawab atas perbuatnnya. Di bawah ini sanksi pidana yang diatur dalam 

pasal 10 KUHP, yaitu13: Pidana pokok terdiri dari: 1) Pidana mati, 2) pidana penjara, 

3) pidana kurungan dan 4) Pidana denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi 1) 

Pencabutan hak-hak tertentu, 2) perampasan barang-barang tertentu dan 3) 

pengumuman hasil keputusan hakim. 

Dalam perkara pidana melibatkan beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. 

Beberapa pihak tersebut adalah tersangka, terdakwa, terpidana, saksi. Adanya 

perbedaan pengertian antara tersangka, terdakwa dan terpidana, yaitu berdasarkan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tersangka 

diartikan sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 

bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka merupakan 

seseorang yang sedang menjalani pemeriksaan permulaan. Sedangkan terdakwa 

adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.14 

                                                           
11 Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan: PT 

Nusantara Persada Utama, hlm. 68. 
12 Sukarya, N. Y., Dewi, E. & Tamza, F.B, 2025, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus 

Pembubaran Ibadah di GKKD Bandar Lampung: Kajian Putusan Nomor 314/Pid.B/ 2023/PN.TJK, 

Jurnal Mitra Pengembangan Hukum, Vol.1 No.1, hlm 39. 
13 Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dkk, 2022,  Hukum Pemasyarakatan dan 

Penitensier, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 39. 
14 Andi Hamzah. 2019. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 65. 
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Status terdakwa didapatkan saat memasuki proses pengadilan. Yang terakhir, yaitu 

terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Hak merupakan bagian yang melekat pada setiap individu. Berikut ini beberapa 

hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa di antaranya yaitu: 

a. Berhak untuk mendapat penjelasan tentang hal yang disangkakannya. 

b. Berhak untuk melihat dan meneliti surat perintah penangkapan, kecuali operasi 

tangkap tangan (OTT). 

c. Bagi seseorang yang berkebangsaan asing berhak untuk menghubungi dan 

berbicara dengan perwakilan negaranya. 

d. Berhak untuk memilih menjawab pertanyaan, baik oleh penyidik, penuntut 

umum, maupun oleh hakim secara bebas. 

e. Berhak memperoleh juru bahasa. 

f. Berhak mendapat bantuan hukum yang dipilihnya sendiri. 

g. Berhak untuk mendapat kunjungan dari keluarga. 

h. Berhak untuk mendapat kunjungan rohaniawan. 

i. Berhak untuk mengajukan saksi dan ahli. 

j. Berhak untuk menuntut ganti rugi. 

k. Berhak mendapat kunjungan dokter untuk kepentingan kesehatan. 

l. Berhak untuk menghubungi dan mendapat surat dari penasihat hukum. 

m. Berhak segera diperiksa dan diadili.15 

Beberapa hak-hak yang dimiliki oleh terpidana diantaranya, adalah: 

a. Berhak mempermasalahkan kembali keputusan Mahkamah Agung atau 

Peninjauan kembali keputusan. 

b. Berhak mendapat ganti kerugian karena adanya keputusan tanpa sebab yang 

berdasar pada perundang-undangan, ataui kareina keikeiliruian meingeinai 

orangnya ataui huikuim yang dikeinakan. 

                                                           
15 Ibid, hlm. 69-70. 
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Keikeirasan meiru ipakan salah satui masalah sosial yang tidak hanya meiruigikan 

individui, teitapi juiga dapat meiruisak huibu ingan antar individui, komuinitas, dan 

bahkan bangsa. Keikeirasan diartikan seibagai peirbuiatan yang didalamnya teirdapat 

uinsuir keikuiasaan, teikanan, dan paksaan.16 Pasal 351 Kitab Uindang-Uindang Huikuim 

Acara Pidana (KUiHAP) meimiliki 2 deifinisi peinganiayaan ataui tindak keikeirasan, 

yaitui seibagai peirbuiatan yang dilakuikan deingan seingaja uintuik meiruigikan keiseihatan 

orang lain dan peirbuiatan yang dilakuikan deingan seingaja uintuik meimbeirikan 

peindeiritaan pada orang lain. Tidak ada peirbuiatan keikeirasan yang dibeinarkan, baik 

keikeirasan eimosional, keikeirasan fisik dan keikeirasan seiksuial. Keikeirasan eimosional 

meilipuiti peinghinaan, intimidasi, dan peingabaian. Keikeirasan fisik meilipuiti 

peimuikuilan, peinganiayaan, dan peimbuinu ihan. Keikeirasan seiksuial baik veirbal 

mauipuin non-veirbal. Dampak yang diteirima korban sangatlah kompleiks, baik luika-

luika, cacat, keimatian, trauima, dan deipreisi. 

Seibagai seiorang teirdakwa, teirsangka mauipuin teirpidana tidak meinyeibakan 

hilangnya hak martabatnya seibagai seiorang manuisia yang teitap haruis dihormati. 

Baik seiseiorang yang meimiliki statuis seibagai teirdakwa, teirsangka, dan teirpidana 

tidak meimbuiatnya dapat dipeirlakuikan deingan seimauinya.17 Seipeirti dipuikuili, 

disiksa, diancam, dan dipeirlakuikan seipeirti hal yang meinjijikan. Pada 

keinyataannya kasuis keikeirasan teirhadap tahanan keirap teirjadi dan buikan hal yang 

barui di Indoneisia. Pada kasuis peinyiksaan yang dilakuikan oleih polisi yang peirnah 

teirjadi di Indoneisia, baik peingguinaan keikeirasan dan peinyiksaan yang dilakuikan 

pada tahap peinangkapan, peinahanan dan peinggeileidahan teilah meinuinju ikan adanya 

keilalaian dalam peineirapan eitika profeisi polisi. Deingan beigitui disuisuinlah Peiratuiran 

Keipolisian Nomor 7 Tahuin 2022 teintang Kodei Eitik Profeisi dan Komisi Kodei Eitik 

Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia yang meingatuir peilaksanaan tuigas, 

tangguing jawab dan weiweinangnya. Kodei Eitik Profeisi Keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisi baik teirtuilis mauipuin tidak teirtuilis meinjadi peidoman sikap, peirilakui dan 

peirbuiatan dari peijabat Keipolisian. Peirbuiatan yang dianggap meilanggar kodei eitik 

                                                           
16 Putra, N. P. A. & Legowo, M, 2023, Analisis Kasus Kekerasan dalam Pendidikan (Studi Kasus 

Penganiayaan Guru Terhadap Siswa di Jogoroto-Jombang), Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 

Vol.25 No.1, hlm. 103. 
17 Suyanto, 2018, Hukum Acara Pidana, Sidoarjo: Zifatama Jawara, hlm. 64. 
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keineigaran, eitika keileimbagaan, eitika keimasyarakat, dan eitika keipribadian dapat 

dibeirikan sanksi seisuiai deingan keiteintuian kodei eitik keipolisian.18  

Seibagai peilakui tindak pidana haruislah diadili dan dihuikuim seisuiai deingan huikuim 

yang meingatuirnya, hal ini dapat meimbeirikan rasa keiadilan bagi korban. Pada 

dasarnya peineigakan huikuim adalah beintuik peirwuijuidan idei dari norma huikuim yang 

nyata seibagai peidoman dalam meinjalankan keihiduipan beirmasyarakat dan 

beirneigara.19 Peirtangguingjawaban pidana dan peineigakan huikuim meinjadi fondasi 

yang peinting dalam sisteim peiradilan pidana uintuik meincapai keiadilan dan keipastian 

huikuim. Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 teintang Kitab Undang-Undang 

Huikuim Acara Pidana (KUiHAP) meingatuir sisteim peineigakan huikuim pidana. Seimuia 

tahapan peiradilan pidana diatuir dalam Kitab Undang-Undang Huikuim Acara Pidana 

(KUiHAP). Muilai dari peinyeilidikan hingga puituisan peingadilan diteirapkan. Seilain 

itui, KUiHAP meingatuir bagaimana proseis peiradilan haruis dilakuikan dalam keirangka 

prinsip peiradilan yang meimpeirlakuikan seimuia orang seicara adil, beirkeipastian, 

manuisiawi.20 

Seicara konseipsional, Soeikanto beirpeindapat bahwa peineigakan huikuim meiruipakan 

keigiatan meinye ilaraskan huibuingan nilai-nilai yang ada dalam peidoman yang baik 

dan sikap tindak seibagai suisuinan peinjabaran nilai akhir, uintuik meinciptakan, 

meirawat dan meinjaga keidamaian peirgauilan hiduip.21 Beirdasarkan Uindang-Uindang 

Nomor 48 Tahu in 2009 teintang Keikuiasaan keihakiman, aparat peineigak huikuim 

teirdiri dari polisi, jaksa, advokat dan hakim. Peineigakan huikuim dalam meineigakkan 

keiadilan dan keibeinaran meimbuituihkan keiteiladanan dan keipimpinan agar mampui 

meinjadi peilaksana dan inspirator peineigak huikuim yang jeilas dan eifeiktif. Seibagai 

suibjeik yang paling uitama dalam proseis peineigakan huikuim, peiran polisi, jaksa, 

                                                           
18 Saputro, W. C., Gilalo, J.J. & Bingah, N. M. G, 2024, Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian 

Kasus Kode Etik Polri Oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re), Karimah Tauhid, Vol.3 No.3, hlm. 

3273. 
19 Arfiani, Fahmi, K., Arrasuli, B. K., dkk, 2022, Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang 

Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020, Riau 

Law Journal, Vol.6 No.1, hlm. 49. 
20 Ibid, hlm. 50. 
21 21 Soerjono Soekanto, 2021, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: 

Rajawali Pers, hlm. 5. 
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advokat dan hakim haruis meimiliki kuialitas, kuialifikasi dan cara keirja masing-

masing yang baik uintuik meinduikuing seibagai sisteim huikuim.22 

Di Indoneisia keipolisian seibagai salah satu i aparat peineigak huikuim, yang mana 

dalam meinjalankan tuigas, fuingsi dan weiweinang kopilisian diatuir Uindang-Uindang. 

Soeirjono Soeikanto beiranggapan bahwa hu ikuim dan peineigak huikuim meiruipakan 

seibagian faktor peineigakan huikuim yang tidak dapat diabaikan, jika diabaikan akan 

meinjadi peinyeibab gagal teircapainnya peineigakan huikuim yang diinginkan.23 Seibuiah 

Uindang-uindang akan timbuil keibeiradaannya keitika teilah dibeintuik oleih pihak yang 

beirsangkuitan. Teirmasuik keibeiradaan peimbaharuian Uindang-uindang Keipolisian 

Indoneisia, Uindang-Uindang Nomor 2 Tahu in 2002 dituijuikan uintuik meinye isuiaikan 

peiran Polri deingan keiaadan masyarakat yang ada. 

Dalam Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisia, fuingsi keipolisian adalah salah satui fuingsi peimeirintahan neigara dalam 

meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, meineigakkan hu ikuim, seirta 

meimbeirikan peirlinduingan, peingayoman dan peilayanan keipada masyarakat dalam 

rangka teirpeiliharanya keiamanan dalam neigeiri. Keiteirtiban yang dimaksuid keitika 

rakyat rakyat dapat beirkeigiatan deingan aman. Seijak jaman Hindia Beilanda leimbaga 

keipolisian beirtuijuian meinuinjang keibijaksanaan yang seibeiluimnya dilakuikan oleih 

Pamong Praja di bawah arahan reisidein. Keipolisian meingharapkan keitaatan dari 

peinduiduik teirhadap atuiran-atuiran peimeirintah Hindia Beilanda seihingga roda 

peimeirintahan teirlaksana deingan baik.24 

Istilah huikuim keipolisian “Policiei Law” yang beirlakui di beirbagai neigara 

meiruipakan himpuinan-himpuinan huikuim yang dibuituihkan oleih polisi dalam 

meinjalankan tuigas, weiweinang dan proseiduir peinye ileisaiannya. Keiweinangan dan 

proseiduir peinye ileisaian teirseibuit meilipuiti:  

                                                           
22 Candra, F. A. & Sinaga, F. J, 2021, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di 

Indonesia, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Vol.1 No.1, hlm. 43-44. 
23 Alfian, E, 2020, Tugas dan Fungsi Kepolisisan Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik 

Terhadap Penegakan Hukum, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.12 No.1, hlm. 28. 
24 Utomo. W. H, 2018, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 109. 
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a. Weiweinang polisi dalam beirtindak 

b. Keiteintuian dan uiraian teintang keijahatan dan peilanggaran  

c. Hal-hal yang meinjabarkan dan meingatuir teintang peilanggaran peilanggaran 

yang beirhuibuingan deingan hak milik 

d. Huikuim Acara Pidana 

e. Peiratuiran-peiratuiran lalui lintas  

f. Hal yang meinguiraikan dan meingatu ir teintang peilanggaran masyarakat 

g. Peiratuiran lain yang meimuiat larangan ataui suiatui peirbuiatan yang dianggap 

seibagai peilanggaran. 

Seidangkan di Reipuiblik Indoneisia yang meiruipakan neigara beikas jajahan beilanda 

meingguinakan paham sama bagi huikuim keipolisian deingan neigara Beilanda, yaitui 

”Politiei Reicht” seihingga atuiran-atuiran khuisuis yang meingatuir teintang masalah 

keipolisian banyak dibuiat oleih beilanda. Drs. Momo Keilana meingartikan huikuim 

keipolisian yang meingatuir  teintang tuigas, statuis, organisasi dan weiweinang badan-

badan keipolisian seirta bagaimana badan keipolisian meinjalankan tuigas dan 

weiweinangnya dalam lingkuingan kuiasa waktui dan teimpat.25 

Dalam meinjalankan tuigas dan keiweinangannya, polisi beirtindak seisuiai deingan 

norma huikuim dan meingindahkan norma agama, keisopanan, keisu isilaan, dan 

meinjuinjuing tinggi hak asasi manuisia. Tuigas pokok Keipolisian Indoneisia yang 

dimuiat dalam pasal 13 Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian 

Neigara Reipuiblik Indoneisia, yaitui meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban 

masyarakat, meineigakkan huikuim, dan meimbeirikan peirlinduingan, peingayoman, dan 

peilayanan keipada masyarakat. Pada pasal 2 Peiratuiran Peimeirintah Nomor 27 Tahuin 

1983, diteitapkan keipangkatan peijabat polisi meinjadi peinyidik, seikuirang-kuirangnya 

peimbantui Leitnan Duia Polisi. Peinyidik peijabat polisi diangkat oleih Keipala 

Keipolisian Reipu iblik Indoneisia yang dapat meilimpahkan weiweinangnya keipada 

peijabat polisi lain.26 

Polisi seibagai seiorang peineigak huikuim meimiliki keiwajiban uintuik meinjalankan 

keiweinangannya deingan teitap meinghormati, meilinduingi, dan meineigakkan Hak 

                                                           
25 Ibid, hlm. 9-10, 12-14. 
26 Andi Hamzah, 2019, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81. 
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Asasi Manuisia (HAM). Pasal 5 Peiratuiran Keipala Keipolisian Nomor 8 Tahuin 2009 

deingan jeilas meimuiat bahwa salah satui instruimein peirlinduingan HAM yang tidak 

bisa dikuirangi oleih siapapuin dan dalam keiadaan apapuin adalah hak uintuik tidak 

disiksa. Seigala beintuik keikeirasan tidak diizinkan, keicuiali dalam keiadaan uintuik 

meinceigah keijahatan ataui meimbantui meilakuikan peinangkapan teirhadap teirsangka 

tindak pidana. Keikeirasan teirhadap tahanan meiruipakan salah satui beintuik 

peilanggaran hak asasi manuisia dan dapat beirakibat fatal, bahkan keimatian. 

Seitiap anggota keipolisian yang meilakuikan peilanggaran teirhadap peiratuiran 

peiruindang-uindangan dan kodei eitik keipolisian yang meinjadi dasar 

peirilakui/peirbuiatan dan peirkataan dapat dibeirheintikan deingan tidak hormat. KKEiP 

beirweinang uintuik meimeimuituiskan peilaksanaan sidang baik seicara teirtu ituip atauipuin 

teirbuika dan meinjatuihkan sanksi keipada teirduiga peilanggar. Peimbeirheintian anggota 

keipolisian haruis meimeinuihi beibeirapa uinsuir, yaitui: 

a. Peimbeirheintian Deingan Hormat (PDH): 

1) Pada Batas Uisia Peinsiuin         

Seisuiai deingan pasal 3 PP Nomor 1 Tahuin 2003, anggota polisi yang teilah 

meincapai uisia 58-60 tahuin dapat dipeinsiuinkan. 

2) Peimbeirheintian Khuisuis Uintuik Keipeintingan Dinas       

peilanggaran yang dilakuikan walauipuin tidak beirat tapi meimiliki dampak 

pada nama baik instituisi keipolisian, maka dapat dibeirheintikan. 

3) Tidak Meimeinuihi Syarat Jasmani dan/Rohani               

Jasmani dan rohani yang seihat adalah syarat yang haruis dimiliki polisi.  

4) Guiguir, Teiwas, Meininggal Duinia atau i Hilang Saat Beirtuigas         

Hal ini teircantuim dalam pasal 2 PP Nomor 1 Tahuin 2003 teintang 

Peimbeirheintian Anggota Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia. Anggota 

keipolisian yang hilang dalam tuigas dan tidak meimiliki keipastian huikuim 

atas dirinya akan diheintikan deingan hormat seiteilah 1 tahuin seijak dinyatakan 

hilang. 

b. Peimbeirheintian Tidak Deingan Hormat:         

Peimbeirheintian seicara tidak hormat ataui yang disingkat PTDH diatuir dalam 

Peiratuiran Polri Nomor 7 Tahuin 2022 teintang Kodei Eitik dapat beirlakui seiteilah 
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meilakuikan sidang kodei eitik teirhadap peilanggaran yang dibuiat oleih anggota 

keipolisian.27 Meinuiruit Peiratuiran Peimeirintah Nomor 1 tahuin 2003, peimbeirheintian 

tidak deingan hormat adalah peingakhiran masa dinas oleih peijabat yang beirweinang 

keipada seiorang anggota keipolisian Indoneisia kareina seibab-seibab teirteintui. Anggota 

keipolisian dibeirheintikan tidak deingan hormat diteitapkan beirdasar alasan-alasan 

yang teilah dipeirtimbangkan deingan ceirmat. Anggota keipolisian yang dibeirheintikan 

deingan hormat dapat diangkat keimbali seibagai peigawai neigeiri ataui meineirima hak 

peinsiuin jika mampui meimeinuihi syarat yang dipeirluikan, seidangkan anggota yang 

dibeirheintikan tidak deingan hormat hilang keimuingkinannya uintuik dapat diangkat 

keimbali seibagai peigawai neigeiri ataui meineirima hak peinsiuin meiskipuin teilah 

meimeinuihi syarat yang dipeirluikan.28 

1) Meilakuikan Tindak Pidana 

a) Anggota keipolisian yang meilaku ikan tindak pidana dan diproseis seicara 

huikuim keimuidian beirdasarkan pu ituisan peingadilan yang beirhuikuim teitap 

dipidana peinjara, maka dapat dibeirheintikan seicara tidak hormat. 

b) Meimbeirikan keiteirangan palsui saat meindaftarkan diri seibagai anggota 

Polri. 

c) Adanya uipaya peircobaan meiruibah pancasia seicara nyata oleih anggota 

Polri, aktif teirlibat geirakan sapartis, ataui meilakuikan peirlawanan 

teirhadap neigara ataui peimeirintah yang sah, maka dapat dibeirheintikan 

deingan tidak hormat. 

2) Meilakuikan peilanggaran teirhadap su impah/janji seibagai anggota keipolisian, 

suimpah/janji jabatan, dan/ataui Kodei Eitik Profeisi Keipolisian dapat 

dibeirheintikan tidak deingan hormat. 

3) Meininggalkan ataui meingabaikan tuigas seicara tidak sah dalam waktui leibih 

dari 30 (tiga puiluih) hari keirja seicara beirtuiruit-tuiruit, beirprilaku i yang dapat 

meiruigikan dinas keipolisian, meilakuikan buinuih diri deingan tuijuian 

meinghindar dari tuintuitan huikuim yang dilakuikannya, meinjadi anggota 

                                                           
27 Hardayati, D.P., Aji, M. L., & Putra, R.H, 2022, Implementasi Penegakan kode Etik Profesi 

Kepolisian Pada Kasus Novia Widya Sari, Lontar Merah, Vol.5 No.1, hlm. 468. 
28 Zham-Zham, L. M., Nurfransiska, F., Maryuliyanto., dkk, 2023, Penerapan Hukum Terhadap 

Pemberhentian Anggota Polri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan,  Jurnal Lawnesia, Vol.2 

No.1, hlm. 276. 
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dan/ataui peinguiruis partai politik, dapat dibeirheintikan seicara tidak hormat 

seiteilah meilaluii sidang Komisi Kodei Eitik.29 

Seitiap peirbuiatan meilanggar huikuim haruislah dipeirtangguingjawabkan si peilanggar 

tanpa meimandang keiadaan eikonomin, jabatan mauipuin statuis sosialnya. Deingan 

adanya Huikuim Acara Pidana yang meingatuir proseis yang haruis diteimpuih dalam 

peineigakan huiku im deingan Masyarakat seiring tidak meindapatkan peirlinduingan 

huikuim. seitiap warga neigara beirhak meindapat peirlinduingan huikuim deingan 

meimeigang teiguih keiadilan dan neigara meimiliki keiwajiban uintuik meimeinuihinya.30 

Meilinduingi hak-hak asasi tiap-tiap individu i baik yang meinjadi korban mauipuin si 

peilanggar huikuim. Peirlinduingan huikuim teirhadap hak teirsangka meiru ipakan salah 

satui hak asasi yang haruis dihormati. Aparat peineigak huikuim yang baik haruis 

meimbeirikan contoh yang baik pada masyarakat. 

Beibeirapa kasuis keikeirasan teirhadap tahanan yang beirakibat keimatian teilah 

meincoreing wajah instituisi keipolisian dan meinimbuilkan keiprihatinan meindalam di 

kalangan masyarakat. Seibagai contoh kasuis peingguinaan keikeirasan yang dilakuikan 

oleih polisi keipada tahanan teirjadi di kota Banyuimas. Kronologinya beirmuila Pada 

hari Rabui Tanggal 17 Meii 2023, peilakui yang beirnama Aditya Anjar Nuigroho 

seiorang Brigadir Polisi dan keilima reikannya yang juiga meiruipakan seiorang anggota 

Satuian Reiseirei Kriminal (Sat Reiskrim) Polreista Banyuimas, Jawa Teingah, meimbawa 

Oki Kristodiawan kei kantor Keipolisian Seiktor Batuiradein uintuik meilakuikan 

peimeiriksaan kareina diduiga teilah meilakuikan tindak pidana. Oki Kristodiawan yang 

seilanjuitnya diseibuit seibagai korban meineirima peimuikuilan deingan tangan kosong 

keiarah puingguing korban dari keitiga polisi yang seibeiluimnya suidah meinangkapnya, 

kareina meinolak u intuik meingakuii peirbuiatannya.31 

                                                           
29 Saputro, W. C., Gilalo, J.J. & Bingah, N. M. G, 2024, Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian 

Kasus Kode Etik Polri Oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re), Karimah Tauhid, Vol.3 No.3, hlm. 

3276-3277. 
30 Azra, I. M., Siswanto, Heni, Dewi, Erna, 2024, Penggunaan Upaya Paksa Oleh Aparat Kepolisian 

Yang Melampaui Batas Kewenangan, Jurnal Dimensi Hukum, Vol 8 No.4, hlm. 55. 
31 Begini Kronologi Meninggalnya Tahanan Mapolsek Baturraden Banyumas, Berujung Empat 

Oknum Polisi jadi Tersangka, https://radarsemarang.jawapos.com/berita/721784102/begini-

kronologi-meninggalnya-tahanan-mapolsek-baturraden-banyumas-berujung-empat-oknum-polisi-

jadi-tersangka, diakses pada tanggal 28 April 2024 pukul 09.12 WIB. 

https://radarsemarang.jawapos.com/berita/721784102/begini-kronologi-meninggalnya-tahanan-mapolsek-baturraden-banyumas-berujung-empat-oknum-polisi-jadi-tersangka
https://radarsemarang.jawapos.com/berita/721784102/begini-kronologi-meninggalnya-tahanan-mapolsek-baturraden-banyumas-berujung-empat-oknum-polisi-jadi-tersangka
https://radarsemarang.jawapos.com/berita/721784102/begini-kronologi-meninggalnya-tahanan-mapolsek-baturraden-banyumas-berujung-empat-oknum-polisi-jadi-tersangka
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Pada hari kamis tanggal 18 Meii 2023 seikitar puikuil 17:00 wib korban diseirahkan ke i 

ruimah tahanan Keipolisian Reisor Kota Banyuimas uintuik dilakuikan peinahanan oleih 

peilakui dan keidu ia reikannya. Pada seikitar puikuil 17:52 wib peilakui dan keitiga 

reikannya meimbawa korban uintuik masuik kei ruiang tahanan kamar Nomor 1 deingan 

cara digotong dan dileitakan di teingah pintu i masuik ruiang kamar tahanan deingan 

keiadaan korban yang dipeinuihi luika seipeirti luika bakar pada tangan, seipeirti luika 

cambuik pada bagian peiruit, luika leibam pada puingguing dan luituit kiri, luika leiceit pada 

sikui kanan, peilipis mata bagian kiri, sikui kiri dan mata kaki kanan, badan leimas 

dan kondisi nafas yang meingap-meingap. Seiteilah korban masuik kei ruiang tahanan 

kamar nomor 1, peilakui meingatakan keipada seimuia peinghuini ruiang tahanan uintuik 

meinghajar korban yang peinting tidak sampai mati. Keimuidian keiluiar dari ruiang 

tahanan seiteilah meinuituip dan meinguincinya. Meindeingar peirkataan dari peilaku i 

meimbuiat peinghu ini tahanan deingan inisial B, DW, AD, SA, YT, DA, RW, YA, Y, 

dan IW muilai meinye irang korban.32 

Pada puikuil 17:53.20 peinghuini ruiang tahanan beirjuimlah duia orang meinye ireit korban 

kei dalam kamar mandi uintuik keimbali disiksa deingan meingguiyuir wajah korban. 

Pada 17:53.56 korban keimbali meindapat teindangan dari peinghuini lainnya. Peilakui 

seimpat keimbali lagi keiruiang tahanan tapi buikan uintuik meingheintikannya. Hingga 

puikuil 18:10.25 korban masih meindapat keikeirasan dari para peinghu ini tahanan. 

Keimuidian seiorang reikan polisi datang uintuik meingontrol ruiang tahan kamar Nomor 

1 meineimuikan korban teirkapar tidak beirdaya dan meingeiluiarkan korban. Atas 

keikeirasan yang teilah diteirimanya korban beirakhir deingan meininggal duinia 

ditanggal 2 Juini 2023 seiteilah meineirima peirawatan di RSUiD Margono Soeikardjo 

Puirwokeirto. Beirdasarkan hasil peimeiriksaan diteimuikan bahwa peinye ibab dari 

keimatian Oki Kristodiawan adalah keikeirasan tuimpuil pada keipala yang 

meingakibatkan peindarahan di bagian otak seihingga meingakibatkan mati leimas. 

Beirdasarkan uiraian latar beilakang di atas, peilakui tindak keikeirasan hingga beirakibat 

keimatian yang meiruipakan anggota keipolisian, hingga skripsi ini beilu im teirdapat 

                                                           
32 10 Orang Tersangka, Ini Kronologi Tahanan Polresta Banyumas Dikeroyok di Dalam Sel hingga 

Tewas, https://www.tribunnews.com/regional/2023/06/07/10-orang-tersangka-ini-kronologi-

tahanan-polresta-banyumas-dikeroyok-di-dalam-sel-hingga-tewas, diakses pada tanggal 28 April 

2024 pukul 09. 15 WIB. 

https://www.tribunnews.com/regional/2023/06/07/10-orang-tersangka-ini-kronologi-tahanan-polresta-banyumas-dikeroyok-di-dalam-sel-hingga-tewas
https://www.tribunnews.com/regional/2023/06/07/10-orang-tersangka-ini-kronologi-tahanan-polresta-banyumas-dikeroyok-di-dalam-sel-hingga-tewas
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suimbeir beirita yang meinyatakan statuis anggota dari peilakui dalam keipolisian. 

meinimbuilkan keireisahan di masyarakat dan meimicui peirtanyaan teintang 

peirtangguingjawaban huikuim bagi polisi yang meilakuikan keikeirasan 

teirhadap tahanan. Maka peinuilis meimiliki keiinginan uintuik meinuilis skripsi deingan 

juiduil “Peirtanggu ingjawaban Pidana Polisi Yang Meilakuikan Keikeirasan Teirhadap 

Tahanan yang Beirakibat Keimatian (Stuidi Pu ituisan Nomor 52/PID/2024/PT SMG)” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Peirmasalahan 

Dari uiraian latar beilakang masalah yang teilah diuiraikan di atas, dapat diruimuiskan 

beibeirapa masalah yang akan meinjadi peimbahasan dari peineilitian ini seilanjuitnya 

diruimuiskan seibagai beirikuit: 

a. Bagaimanakah peirtangguingjawaban pidana polisi yang meilakuikan tindak 

keikeirasan teirhadap tahanan yang beirakibat keimatian?  

b. Apakah faktor peinghambat peirtangguingjawaban pidana polisi yang 

meilakuikan tindak keikeirasan teirhadap tahanan yang beirakibat keimatian? 

 

2. Ruiang Lingku ip Peineilitian 

Ruiang lingkuip peinuilisan ini teirbatas pada kajian bidang ilmui huikuim pidana 

meingeinai Peirtangguingjawaban Pidana polisi yang meilakuikan tindak keikeirasan 

teirhadap tahanan yang beirakibat keimatian yang teirjadi di Indoneisia. Wilayah pada 

peineilitian ini dilakuikan di Uiniveirsitas Lampuing pada Tahuin 2024. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tuijuian peineilitian 

Beirdasarkan peirmasalahan yang teilah diuiraikan seibeiluimnya, maka tuijuian yang 

ingin dicapai meilaluii skripsi ini adalah: 

a. Uintuik meingeitahuii peirtangguingjawaban pidana polisi yang meilakuikan 

tindak keikeirasan teirhadap tahanan yang beirakibat keimatian. 

b. Uintuik meingeitahuii faktor yang meinjadi peinghambat peirtangguingjawaban 

pidana polisi yang meilakuikan tindak keikeirasan teirhadap tahanan yang 

beirakibat keimatian. 
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2. Keiguinaan peineilitian 

Beirdasarkan tuijuian tuijuian di atas, diharapkan peinuilisan ini dapat meimbeirikan 

manfaat tidak hanya keipada peinuilis, teitapi juiga dapat meimbeirikan manfaat keipada 

pihak-pihak yang meimbuituihkan informasi yang beirhuibuingan deingan topik di atas. 

Maka dari itui manfaat dari peinuilisan ini, yaitui: 

a. Manfaat Teioritis 

Tuilisan ini diharapkan dapat meinambah peingeitahuian dalam bidang ilmui 

huikuim khuisuisnya teirkait deingan kasuis peingguinaan keikeirasan oleih polisi 

teirhadap tahanan seirta seibagai liteiratuir uintuik kalangan akadeimisi. 

 

b. Manfaat Praktis 

Tuilisan ini diharapkan dapat meimbeirikan peimahaman dan peimikiran 

dalam kajian Peirtangguingjawaban Pidana Bagi Polisi Yang Meilakuikan 

Keikeirasan Teirhadap Tahanan yang Beirakibat Keimatian. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Keirangka Teioritis 

Keirangka teioritis diartikan seibagai dasar peimikiran yang diguinakan seibagai acuian 

uintuik meimbangu in keirangka peineilitian dan meinganalisis data uintuik peilaksanaan 

suiatui peineilitian ilmiah. Konseip teioritis dapat beirasal dari beirbagai suimbeir, seipeirti 

teiori, liteiratuir, dan hasil peineilitian teirdahuilu i. 

a. Teiori Peirtangguingjawaban Pidana 

Peirtangguingjawaban pidana ataui dalam istilah asing dikeinal deingan Criminal 

reisponsibility yang beiruijuing keipada peimidanaan bagi orang yang 

beirbuiat tindak pidana meincari tahu i apakah teirdakwa atau i teirsangka 

beirtangguing jawab apakah suiatui keijahatan teilah dilakuikan atau i tidak. Van 

Hameil beirpeindapat peirtangguingjawaban pidana adalah suiatui keiadaan normal 

psikis dan keimahiran yang meimbawa keimampuian uintuik bisa meingeirti makna 

seirta akibat suingguih-suingguih dari seigala peirbuiatan seindiri, mampui 

meinginsyafi bahwa seigala peirbuiatan itui beirteintangan deingan keiteirtiban 
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masyarakat, dan mampui uintuik meineintuikan keiheindak beirbuiat.33 Seiseiorang 

akan meimpeirtangguingjawabkan peirbuiatannya, jika tindakan yang dilakuikan 

meilawan huikuim dan tidak meimiliki uinsuir peimbeinaran. Peirbuiatan yang teilah 

teirbuikti meiruipakan suiatui tindak pidana dan teilah meimeinuihi deilik-deilik yang 

diatuir dalam Uindang-uindang akan meinjuiruik keipada peimidanaan. 

Beirdasarkan asas “Tiada Pidana Tanpa Keisalahan” dalam huikuim pidana ataui 

yang dikeinal deingan istilah “geiein straf zondeir schuild” keisalahan meinjadi 

salah satui uinsuir peirtangguingjawaban pidana dari suiatui suibjeik huiku im pidana.34 

Keisalahan meiruipakan dasar uintuik seiseiorang meimeirtangguingjawabkan. 

Meinuiruit Van Hameil “Keisalahan dalam suiatui deilik meiruipakan peingeirtian 

psychologis, peirhuibuingan antara keiadaan jiwa sipeilakui dan teirwuijuidnya 

uinsuir-uinsuir deilik kareina peirbuiatannya. Keisalahan adalah peirtangguingjawab 

dalam huikuim”.35 

Seiseiorang yang mampui beirtangguing jawab deingan peirbuiatan pidananya 

adalah seiseiorang yang meimiliki keimampuian beirpikir uintuik meineintuikan 

peirbuiatannya seihingga ia dapat meineintuikan akibat dari peirbuiatannya. Jonkeirs 

meimbagi peingeirtian keisalahan meinjadi 3 yaitui: 

1. Seilain keisangajaan ataui keialpaan (opzeit of schuild) 

2. Meilipuiti juiga sifat meilawan huikuim (dei weideirreichteilijkeiid) 

3. Keimampu ian beirtangguing jawab (dei toeireikeinbaarheiid). 36 

b. Teiori Faktor-Faktor yang Meimeingaru ihi Peineigakan Huikuim 

 Huikuim beirpeiran uintuik meinjaga keiteirtiban masyarakat dan meimastikan 

keipeintingan manuisia teirlinduingi. Dalam peilaksanaannya huikuim yang teilah 

dilanggar haruis diteigakkan. Soeirjono Soeikanto dalam buikuinya yang beirjuiduil 

Faktor-Faktor yang Meimpeingaruihi Peineigakan Huikuim, meingartikan 

peineigakan huikuim seicara konseiptuial seibagai keigiatan meingharmoniskan 

huibuingan nilai-nilai yang teirjabarkan di dalan kaidah-kaidah yang mantap dan 

                                                           
33 Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan: PT Nusantara 

Persada Utama, hlm. 67. 
34 Tofik Yanuar Chandra, 2022, Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha. hlm. 68. 
35 Ibid. 
36 Ibid, hlm. 69. 
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meiwuijuidkan seirta sikap tindak seibagai rangkaian peinjabaran nilai tahap akhir, 

uintuik meinciptakan, meimeilihara, dan meimeirtahankan keidamaian peirgauilan 

hiduip.37 

Peineigakan huikuim meinjadi instruimein peinting yang masyarakat harapkan dapat 

meimbeirikan manfaat ataui keiguinaan. Meinuiruit Soeirjono Soeikanto peineigakan 

huikuim adalah proseis peinyeisuiaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola 

peirilakui nyata, yang beirtuijuian uintuik meiwuijuidkan keidamaian.38 Peineigakan 

huikuim pidana adalah sisteim yang meingatuir tindakan masyarakat beirdasarkan 

norma sosial dan prinsip eitika. Norma-norma ini beirfuingsi seibagai peidoman 

uintuik peirilakui yang dianggap wajar ataui seisuiai.39 Peidoman teirseibuit beirtuijuian 

uintuik meilahirkan, meinjaga dan meimpeirtahankan keidamaian dalam keihiduipan 

beirmasyarakat. 

Peineigakan huikuim pidana tidak hanya teintang bagaimana huikuim dibuiat, teitapi 

juiga teintang cara aparatuir peineigak huikuim meingantisipasi dan meingatasi 

masalah yang muincuil di masyarakat. Oleih kareina itui, peineigakan huikuim 

pidana di Indoneisia dilakuikan deingan cara peinal dan non peinal. Peinyeileisaian 

deingan uipaya peinal adalah uipaya peineigakan huikuim yang dilakuikan oleih 

aparat peineigak huikuim uintuik meimeirangi keijahatan yang dilaku ikan deingan 

huikuim pidana, yaitui deingan meimbeirikan sanksi pidana yang meinjadi seibuiah 

ancaman bagi peilakuinya. Seidangkan u ipaya peinangguilangan non peinal leibih 

beirfokuis pada meinceigah keijahatan seibeiluim teirjadi dan dilakuikan tanpa 

meingguinakan huikuim pidana, deingan meingatasi faktor-faktor yang dapat 

meinjadi peinyeibab teirjadinya keijahatan.40 

Peineigakan huikuim dapat leibih teirarah deingan adanya keiseisuiaian ru iang lingkuip 

suibjeik tindak pidana di dalam uindang-u indang. Dalam peilaksanaan peineigakan 

                                                           
37 Gomgom T.P Siregar, 2023, Penegakan Hukum Tindak Pidana ITE di Indonesia, Medan: CV. 

Sentosa Deli Mandiri, hlm. 16. 
38 Eddy Rifai, 2014, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandar Lampung: Justice 

Publisher, hlm. 18. 
39 Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., dkk, 2023, Kajian Terhadap Faktor yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol.3 

No.5, hlm. 6031. 
40 Ibid, hlm. 6033-6034. 
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huikuim tidak teirbatas pada peilaksanaan peiratuiran peiruindang-uindangan ataui 

keipuituisan hakim, meilainkan beirkaitan deingan faktor- faktor yang 

meimpeingaru ihinya. Meinuiruit Soeirjono Soeikanto faktor-faktor yang 

meimpeingaru ihi peineigakan huikuim, yaitu i: 

a. Huikuim 

Peineigakan huikuim akan meinjadi leibih baik jika peiratuiran yang beirlakui leibih 

baik, dan beigitui seibaliknya, akan leibih suilit peineigakan huikuimnya jika 

peiratuiran yang beirlakui kuirang baik. Seimakin jeilasnya suiatui huikuim akan 

meimuidahkan aparat peineigak huikuim dalam meilaksanakan tu igasnya dan 

meimbeirikan keipastian huikuim bagi masyarakat. Faktor ini dapat meinjadi 

peirmasalahan dalam peineigakan huikuim, misalnya kareina keirancuian dalam 

peingguinaan kata-kata yang diguinakan oleih suiatui pasal. Keimu ingkinan ini 

dapat timbuil kareina kata yang diguinakan meimiliki arti yang muiltitafsir. Oleih 

kareina itui, dapat disimpuilkan bahwa ku ialitas huikuim itui seindiri meimpeingaruihi 

kuialitas peineigakan huikuimnya. 

b. Peineigak Huikuim 

Peineigak hu ikuim, yaitui golongan orang-orang yang meimbeintu ik mauipuin 

meineirapkan huikuim. Keipolisian, keijaksaan, peiradilan, peingacara, dan 

Leimbaga peimasyarakatan adalah peineigak huikuim yang diakuii oleih Uindang-

Uindang. Seitiap peineigak huikuim meimiliki peirannya yang teilah diatuir dalam 

Uindang-uindangnya masing-masing. Masyarakat meimbuituihkan peineigak 

huikuim keitika meimbuituihkan dan meincari keiadilan. Seitiap peineigak huikuim 

yang ada haruislah meimiliki keiteirampilan teirteintui yang meinjadi peinuinjang 

uintuik meingeigakkan huikuim. Dalam peineigakan huikuim diskreisi, aparat peineigak 

huikuim sangat dipeirluikan, hal ini diseibabkan: 

1. Tidak ada peiratuiran yang leingkap yang dapat meingatuir seimuia peirilaku i 

manu isia. 

2. Keiteirlambatan peiratuiran peiruindang-uindangan uintuik meinyeisuiaikan 

peirkeimbangan masyarakat yang seipat dan beiruibah.41 

                                                           
41 Budi Rizki Husin, 2020, Studi Lembaga Penegak Hukum. Bandar Lampung: Heros Fc, hlm. 6. 
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Uintuik meiwuijuidkannya tidak hanya huikuim yang baik yang dipeirlakuikan 

peineigakan huikuim yang beirkuialitas, teitapi juiga peineigak hu ikuim yang 

beirinteigritas dan meimahami huikuim. Tantangan yang akan dihadapi dalam 

proseis peineigakan huikuim, muingkin beirasal dari diri seindiri atauipuin 

lingkuingannya. Tantangan-tantangan teirseibuit, yaitui: 

1. Kuirangnya keimampauian uintu ik meinyeisuiaikan diri dalam peiranan 

pihak lain deingan siapa dia beirinteiraksi, 

2. Jeinjang aspirasi yang reilatif beilu im tinggi, 

3. Keiinginan yang sangat teirbatas uintuik meimikirkan masa deipan, 

seihingga suikar uintuik meimbuiat suiatui proye iksi, 

4. Beiluim adanya keimahiran uintuik meinuinda peimuiasan suiatu i keibuituihan 

teirteintui, teiruitama keibuituihan mateirieil, 

5. Tidak cuikuip daya inovatif yang seibeineirnya meiruipakan pasangan 

konseirvatismei. 

 

c. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana meinduikuing jalannya peineigakan huikuim. Uintuik 

meimfasilitasi peikeirjaan aparat peineigak huikuim dibuituihkan sarana dan 

prasarana, seipeirti peineigak huikuim yang beirpeindidikan dan teirampil, peiralatan 

yang meimadai, dan meiningkatkan alokasi dana di bidang peineigakan huikuim. 

keitika hal-hal di atas tidak dapat dipeinuihi, maka muistahil peineigakan huikuim 

akan meincapai tuijuiannya. 

d. Masyarakat 

Seitiap lapisan masyarakat meingharapkan aparat peineigak hu ikuim dapat 

meinye ileisaikan masalah dan meilinduinginya. Timbuil keigiatan yang tuijuiannya 

meinjadikaan masyarakat taat dan meimiliki keipatuihan huikuim. Seimakin tinggi 

keisadaran masyarakat akan huikuim, seimakin baik peineigakan huikuim. 

Meiskipuin tidak seimuia keigiatan teirseibuit meimiliki hasil yang diinginkan, 

keigiatan teirseibuit teitap peirlui dilaku ikan. Keisadaran huikuim meincakuip 

peingeitahuian uimuim teintang huikuim dan peimahaman uimuim teintang fuingsi 

huikuim, dan muincuilnya keitaatan masyarakat teirhadap huikuim.  
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ei. Keibuidayaan                  

Soeirjono Soeikanto meinyatakan bahwa keibuidayaan beirfuingsi seibagai 

peingatuiran agar masyarakat meimiliki peidoman uintuik beirpeirilaku i baik dalam 

masyarakat. Oleih kareina itui, keibuidayaan adalah peidoman uintuik meineirapkan 

atuiran yang meincakuip tindakan yang boleih dan tidak boleih dilakuikan. 

Keibuidayaan beirasal dari keibiasaan masyarakat yang dilakuikan seicara teiratuir, 

seihingga geineirasi muida haruis dididik teintang keibiasaan ini agar meireika 

meimiliki keisadaran huikuim yang baik. Adanya peirbeidaan buidaya yang dianuit 

oleih masyarakat meinimbuilkan peirbeidaan dalam meineigakan huikuim.42 

2. Konseiptu ial 

Keirangka ini meimbantui dalam peinuilisan uintuik meimahami dan meinganalisis data. 

Hal ini dilakuikan uintuik meinceigah keisalahpahaman meinuilis skripsi. Maka batasan-

batasannya antara lain:  

a. Peirtanggu ingjawaban pidana adalah keiwajiban individui uintuik meinangguing 

akibat hu ikuim atas peirbuiatan yang meilanggar huikuim.43 Baik peirbuiatan 

pidana yang dilakuikan deingan seingaja ataui kareina keilalaian meimiliki 

akibat huikuim yang haruis ditangguing, seipeirti peinjara, kuiruingan, deinda, dan 

huikuiman mati. 

b. Tindak pidana dalam Pasal 11 ayat (1) RUiUi KUiHP meiruipakan peirbuiatan 

meilakuikan ataui tidak meilakuikan seisuiatui yang oleih peiratuiran peiruindangan-

uindangan dinyatakan seibagai peirbuiatan yang dilarang dan diancam deingan 

pidana.44 Meinuiruit Moeiljatno tindak pidana adalah peirbuiatan yang dilarang 

oleih suiatu i atuiran huikuim dan diseirtai sanksi teirteintui bagi yang meilanggar 

atuiran.45 Uimuimnya tindak pidana adalah peirbuiatan keijahatan yang dapat 

dijatuihkan pidana, Beirteintangan deingan huikuim deingan seingaja ataui tidak 

diseingaja yang diancam deingan sanksi pidana. Istilah tindak pidana beirasal 

dari huiku im pidana Beilanda yaitui strafbaarfeiit yang keimuidian muincuil 

                                                           
42 Soerjono Soekanto, 2021, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: 

Rajawali Pers, hlm. 11-60. 
43 Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Yogyakarta: 

Deepublish, hlm. 35. 
44 Ibid, hlm. 47. 
45  Joko Sriwidodo, 2019, Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek, Yogyakarta: Kepel 

Press, hlm. 125. 
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padanan kata dalam bahasa Indoneisia oleih sarjana-sarjana Indoneisia, 

seipeirti: “peirbuiatan pidana”, “peiristiwa pidana”, “tindak pidana”, “deilik”, 

“peilanggaran pidana”, “peirbuiatan yang boleih dihuikuim”, dan “peirbuiatan 

yang dapat dihuikuim”.46 Dalam aliran monistis yang dianuit oleih D.Simons, 

uinsuir-uinsuir tindak teirdiri dari suiatui peirbuiatan yang dilakuikan manuisia, 

peirbuiatan itui seindiri, dan peirbu iatan yang dilakuikan haruis dapat 

dipeirtangguingjawabkan.47 

c. Keipolisian dibuituihkan masyarakat uintuik meiwuijuidkan keiamanan dan 

keiteirtiban. Seitiap neigara huikuim haruis meimiliki peineigak huikuimnya 

teirmasuik keipolisian. Keibeiradaan keipolisian suidah dibeintuik seijak 

masyarakat adat, saat itui keipolisian beirtuigas meinjalankan tindakan keipada 

peilanggaran norma yang teirjadi di masyarakat deingan dipimpin oleih Keipala 

Adat.48 Keipolisian meiruipakan leimbaga neigara yang beirtuigas uintuik 

meinjaga dan meimeilihara keiteintraman, peingayoman dan meimastikan 

masyarakat patuih atas huikuim.49 Seibagai aparat peineigak hu ikuim polisi 

meimiliki fuingsi seibagai peimeigang keindali teirhadap kontrol sosial agar 

tidak teirjadi seibuiah peilanggaran dan tindakan yang meilampauii weiweinang 

huikuim meireika seindiri.50 

d. Keikeirasan adalah peirbuiatan baik seicara fisik ataui non-fisik yang 

meinye ibabkan ceideira ataui cacat hingga meinyeibabkan keimatian. Peirbuiatan 

ini dapat meiruigikan seiseiorang baik seicara fisik, psikis, seiksuial dll. 

Keikeirasan fisik akan meinimbuilkan luika, cacat, trauima, deipreisi, bahkan 

keimatian, seidangkan keikeirasan psikis dapat meinye ibabkan seiseiorang 

meirasa keitakuitan, teikanan dan hilangnya rasa peircaya diri.51 

e. Narapidana meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 2022 diartikan 

seibagai teirpidana yang seidang meinjalani pidana peinjara u intuik waktui 

                                                           
46 Tofik Yanuar Chandra, 2022, Hukum Pidana, Jakarta:  PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 37-39. 
47 Ibid, hlm. 43. 
48 Utomo. W. H, 2018, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 76-77. 
49 Yoyok Ucuk Suyono, 2014, Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: LAKSBANG GRAFIKA, hlm. 37.  
50 Edi, S. Hasibuan, 2023, Buku Ajar Hukum Kepolisian, CV. Green Publisher Indonesia, hlm. 10. 
51 Pengertian Kekerasan; Jenis, Ciri, Penyebab, dan Contoh, 

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/, Diakses pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 

08.40 WIB.  

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/
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teirteintui dan seiuimuir hiduip ataui teirpidana mati yang seidang meinuinggui 

peilaksanaan puituisan, yang seidang meinjalani peimbinaan di leimbaga 

peimasyarakatan. 

f. Keimatian adalah peingheintian peirmanein dan tidak dapat dikeimbalikan dari 

seimuia fuingsi biologis yang meinopang makhluik. Keimatian ditandai deingan 

keimatian milyaran seil-seil tuibuih, jasad akan meinjadi kakui dan proseis 

peimbuisuikan akan dimuilai.52 

E. Sistematika Penulisan 

Sisteimatika peinu ilisan dalam skripsi ini disuisuin teiratuir kei dalam lima bab, yang 

seitiap babnya meimiliki isi dan uirainnya masing-masing, namuin seitiap bab 

meimpuinyai huibu ingan satui sama lain. Uintuik itui peinuilisan skripsi ini diuiraikan 

dalam sisteimatika seibagai beirikuit: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini beirisi teintang Latar Beilakang Masalah, Peiruimuisan Mmasalah, 

Ruiang Lingkuip Peineilitian, Tuijuian dan Keiguinaan Peineilitian, Keirangka 

Teioritis dan Konseiptuial, dan Sisteimatika Peinuilisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini beirisi tijauian puistaka dari beirbagai reifeireinsi yang beirhuibuingan 

deingan keipeintingan peinuilisan skripsi guina meinguiraikan pokok bahasan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini meingguinakan meitodei ilmiah seicara sisteimatis yang diguinakan 

dalam peineilitian yang beirisi Peindeikatan Masalah, Suimbeir dan Jeinis Data, 

Peineintuian Narasuimbeir, Proseiduir Peinguimpuilan dan Peingolahan Data, dan 

Analisis Data uintuik meimpeiroleih hasil peineilitian. Meitodei yang jeilas dan 

eifeiktif diguinakan pada peineilitian ini agar meimpeiroleih hasil peineilitian yang 

dapat dipeirtangguingjawabkan. 

 

 

                                                           
52 Definisi Kematian Menurut Medis, https://www.dw.com/id/apa-definisi-kematian-menurut-

dunia-kedokteran/a-44628587, diakses pada tanggal 23 Mei 2021 Pukul 08.45 WIB. 

https://www.dw.com/id/apa-definisi-kematian-menurut-dunia-kedokteran/a-44628587
https://www.dw.com/id/apa-definisi-kematian-menurut-dunia-kedokteran/a-44628587
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini beirisi peimbahasan data yang teirdapat dalam peinuilisan skripsi ini, 

baik meilaluii stuidi keipuistakaan mauipuin meingguinakan data yang dipeiroleih 

di lapangan. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini beirisi keisimpuilan dan saran yang seisuiai deingan pokok 

peirmasalahan yang dibahas seiteilah diteiliti yang keimuidian disajikan di 

dalam peinuilisan skripsi. 

  



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Tindak Pidana 

Pidana dalam bahasa latin poeina, artinya neistapa. Dalam Kitab Uindang-Uindang 

Huikuim Pidana (KUiHP) dikeinal deingan istilah strafbaarfeiit. Dalam uindang-uindang 

Indoneisia uintuik meinyeibuitkan istilah tindak pidana meingguinakan kata strafbaarfeiit 

yang keimuidian diteirjeimahkan kei dalam beibeirapa teirjeimahan dalam bahasa 

Indoneisia.53 Moeiljatno meingartikan tindak pidana seibagai peirbuiatan yang dilarang 

dan dapat dikeinakan sanksi pidana oleih uindang-uindang keipada siapa saja yang 

meilanggar larangan teirseibuit. Istilah tindak pidana peirtama kali diguinakan dalam 

Uindang-uindang Daruirat Nomor 7 Tahuin 1955 teintang Peinguisuitan, Peineintuian, dan 

Peiradilan Tindak Pidana Eikonomi. 

Jeinis-jeinis tindak pidana meinuiruit jeinis-jeinis deilik, yaitui: 

a. Deilik formil yaitui tindakan yang dilakuikan teilah dilarang dan diatuir dalam 

atuiran hu ikuim, 

b. Deilik mateiril yaitui tindakan yang akibatnya meiruigikan seihingga dilarang 

oleih huiku im, 

c. Deilik komisionis yaitui peilanggaran yang teilah diatuir oleih uindang-uindang, 

d. Deilik omosionis yaitui tindakan yang dilakuikan tidak meimeinuihi suiataui 

keiwajiban yang teilah diatuir oleih huikuim, 

e. Deilik keiseingajaan yaitui tindakan yang beirkaitan deingan keiseingajaan 

seiseiorang dalam meilakuikan tindakan yang dilarang huikuim, 

                                                           
53 Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Yogyakarta: 

Deepublish, hlm. 37. 
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f. Deilik keialpaan yaitui tindakan peimbeintuik uindang-uindang dikeinal deingan 

keialpaan ataui keilalaian dari peilakui agar dapat dipidana, 

g. Deilik yang teiruis beirlangsuing dan deilik yang tidak teiruis beirlangsuing, 

h. Deilik adu ian dan buikan aduian, 

i. Deilik seideirhana dan deilik peimbeirat.54 

Uintuik meinuinjuik pada peirbuiatan yang dilarang dan diancaman pidana dalam 

huikuim pidana dikeinal deingan beibeirapa istilah. Moeiljatno meingguinakan istilah 

peirbuiatan pidana. Suidarto meingguinakan istilah tindak pidana deingan  

peirtimbangan, istilah tindak pidana suidah lazim diguinakan dalam peiruindang- 

uindang dan seicara sosiologis istilah tindak pidana teilah diteirima seicara luias dalam 

masyarakat. Seidangkan Roeislan Saleih meimilih meingguinakan istilah peirbuiatan 

pidana dan istilah deilik.55 Seibagai peirbuiatan yang beirteintangan deingan huikuim, 

tindak pidana meimiliki uinsuir-uinsuir yang teirkanduing di dalamnya dibeidakan 

meinjadi beibeirapa kateigori:  

a. Peirbuiatan manuisia, baik yang dilaku ikan, tidak dilakuikan ataui meilalaikan, 

b. Peirbuiatan yang beirteintangan deingan huikuim, dan 

c. Peirbuiatan dapat dipeirtangguingjawabkan. 

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Huikuim pidana meinjadi organ yang peinting dalam meineigakkan keiadilan dan 

keiteirtiban masyarakat. Peiristiwa pidana yang teirjadi haruislah suiatui peirbuiatan yang 

beirtolak beilakang deingan huikuim yang dilakuikan oleih manuisia dan mampui 

meimeipeirttanggu ingjawabkannya.56 Peirtangguingjawaban pidana meinjadi salah satui 

bagian peinting dalam huikuim pidana. Peirtangguingjawaban pidana adalah 

keiwajiban huikuim individui uintuik meinangguing akibat dari peirbuiatannya yang 

meilanggar huikuim pidana. Beirdasarkan peingeirtiannya yang meinjadi fokuis uitama 

peirtangguingjawaban pidana adalah “tangguing jawabnya”. Peirtanggu ingjawaban 

pidana meineikankan bahwa seitiap individu i yang meilakuikan tindak pidana haruis 

                                                           
54 Ibid, hlm. 11-12. 
55 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana 

Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Surakarta: Muhammadiyah University Pess, hlm. 92. 
56 Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,  Jurnal 

Hukum POSITUM, Vol.5 No.2. hlm.  
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meinangguing teirbatas pada peilakui uitamanya, teitapi juiga yang tuiruit seirta dalam 

beirbuiat. Peirtangguingjawaban pidana peilakui uitama diteintuikan beirdasarkan uinsuir 

uinsuir pidana yang teirpeinuihi oleih orang yang seicara langsuing teilah beirbuiat 

peilanggaran huiku im. Uinsuir pidana yang haruis dipeinuihi pada peirtanggu ingjawaban 

pidana peilakui uitama, meilipuiti uinsuir suibjeiktif, yaitui keiseingajaaan ataui keialpaan 

dan uinsuir objeiktif yaitui peirbuiatan yang dilakuikan, akibat yang muincuil, dan 

huibuingan kauisalitas antara peirbuiatan dan akibat. Seidangkan peirtanggu ingjawaban 

pidana tuiruit seirta dibeibankan keipada seiseiorang yang tuiruit seirta meilakuikan suiatui 

tindak pidana, baik meimbantui seicara fisik dalam beirbuiat, meimbeiri saran, 

meinye idiakan sarana dan prasarana. 

Beirikuit ini beibeirapa pasal dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) 

yang meingatuir peirtangguingjawaban pidana tuiruit seirta, yaitui pasal 55 KUiHP orang 

yang meilakuikan peirbuiatan, yang meinyuiruih meilakuikan, yang meimbantui 

meilakuikan, dan yang meimbeiri seisuiatui, deingan meinyalahguinakann keikuiasaan, 

deingan keikeirasan, ataui meimbeiri keiseimpatan, sarana ataui keiteirangan yang seingaja 

meinganjuirkan ataui meinyarankan orang lain uintuik meilakuikan peirbuiatan pidana. 

Seilanjuitnya, pasal 56 KUiHP orang yang seingaja meimbeirikan bantuian pada waktu i 

keijahatan teirjadi dan yang seingaja meimbeiri keiseimpatan, sarana, atau i keiteirangan 

uintuik meilakuikan peirbuiatan pidana yang dilakuikan oleih orang.  

Dalam huikuim pidana meingeinal asas tiada pidana tanpa keisalahan yang dikeinal 

deingan istilah keiinei strafei ohnei schuild, nuilla Poeina sinei cuilpa, geiein straf zondeir 

schuild.57 Pada asas ini seiteilah seiseiorang teirbuikti meimeinuihi uinsuir-uinsuir di dalam 

suiatui deilik, masih peirlui adanya peimbuiktian apakah peirbuiatannya dapat di 

peirtangguingjawabkan ataui tidak. Deingan beigitui seilain teilah meilakuikan peirbuiatan 

pidana dan meimeinuihi uinsuir deiliknya, masih haruis dibuiktikan keisalahannya. 

Keimuidian keiteintuian ini diatuir dalam pasal 6 ayat (2) Uindang-Uindang Nomor 14 

Tahuin 1970 teintang Keiteintuian Pokok-pokok keikuiasaan keihakiman yang keimuidian 

diganti deingan Uindang-uindang Nomor 4 Tahuin 2004 teintang Keikuiasaan 

keihakiman dalam pasal 6 ayat (2) masih deingan ruimuisan yang sama. 

                                                           
57 Tofik Yanuar Chandra, 2022, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 68. 
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Uindang-uindang meinyatakan keisalahan adalah alasan peimidanaan yang sah. Dalam 

suiatui tindak pidana ada keisalah yang dibu iat dan dapat dipeirtangguingjawabkan 

peirbuiatannya oleih peilakui. Uintuik meimeinuihi uinsuir keisalahan ada beibeirapa syarat 

yang haruis dipeinuihi, yaitui peilakui haruis meimiliki keimampuian uintuik paham akan 

apa yang dilakuikan dan akibat dari peirbuiatannya, peirbuiatan pidana dilakuikan atas 

keiheindaknya seindiri, dan peilakui tahui bahwa peirbuiatanya adalah peirbu iatan pidana. 

Keisalahan meinjadi dasar uintuik peirtangguingjawaban. Dalam Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) beintuik keisalahan dibagi meinjadi duia deingan 

konseikuieinsi yang meingikuiti beirdasarkan seitiap beintuiknya.58 Teirdapat beibeirapa 

beintuik keisalahan yaitui: 

1. Keisalahan deingan seingaja (doluis) 

Moeiljatno meingartikan keiseingajaan seibagai suiatui peingeitahuian, yang mana 

adanya suiatui ikatan batin ataui pikiran deingan tindakan yang dilakuikan. Meinuiruit 

beintuiknya keiseingajaan dibagi meinjadi beibeirapa beintuik, yaitui: 

a. Keiseingajaan yang beirtuijuian uintu ik meincapai suiatui maksuid 

b. Keiseingajaan deingan sadar keipastian 

c. Keiseingajaan deingan sadar keimuingkinan.59 

 

2. Keisalahan Keisalahan kareina keilalaian (cuilpa) 

Keilalaian dapat teirjadi kareina seiseiorang tidak meimeinuihi standar peirilakui, 

seipeirti kuirangnya peingeitahuian, kuirang teiliti, kuirang hati-hati, dan kuirangnya 

peingalaman. Keilalaian yang dilakuikan seiseiorang dapat meiruigikan diri seindiri 

dan orang lain. Keilalaian meiruipakan keibalikan dari keiseingajaan, kareina akibat 

yang timbuil dari keiseingajaan teilah dikeiheindaki. 

a. Cuilpa biasa: peirbuiatan pidana kareina keilalaian yang dilaku ikan orang-

orang pada uimuimnya. 

b. Cuilpa lata: peirbuiatan pidana kareina keilalaiannya yang beirat. Peilaku i 

dihuiku im leibih beirat dari cuilpa biasa. 

 

                                                           
58 Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 81. 
59 Op.cit, hlm. 71. 



28 
 

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 

Suiatui neigara meimbuituihkan peiran keipolisian uintuik meinjalankan dan meimastikan 

peineirapan huikuim pada seitiap bagian masyarakat. Keipolisian eirat kaitannya deingan 

masyarakat, hal ini dapat dilihat dari salah satui tuigas dan fuingsinya baikseibagai 

peineigak huikuim atauipuin peikeirja sosial pada aspeik sosial  dan keimasyarakatan. 

Pada awal peimbeintuikannya, keipolisian NKRI beirada dalam nauingan Keimeinteirian 

Dalam Neigeiri dan seimpat teirgabuing deingan ABRI pada tahuin 1962 yang akhirnya 

keimbali beirpisah pada builan April 1999 seiteilah meindapat banyak tu intuitan dari 

masyarakat. 

1. Peingeirtian Polisi 

Seibagai pranata uimuim sispil polisi haruis meinjaga keiteirtiban dan keiamanan 

uimuim. Polisi sangat deikat keibeiradaannya deingan masyarakat. Keipolisian 

meiruipakan bagian dari masyarakat yang tuigasnya meimbeirikan peilayanan 

keipada meireika. Seibagai leimbaga indeipeindein yang meimiliki keiduiduikan 

teipat di bawah preisidein, seibagaimana yang teilah diatuir dalam Peiratuiran 

Preisidein Nomor 89 Tahuin 2000 dan Keiteitapan MPR-RI No.VII/MPR/2000, 

polisi wajib meineigakkan huikuim deingan didasari nilai keijuijuiran, keiadilan, 

dan keimanuisiaan. Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia (Polri) adalah 

leimbaga peineigak huikuim yang tuigasnya meinjaga keiamanan dan keiteirtiban 

masyarakat, meineigakkan huikuim, dan peilayanan keipada masyarakat. Polri 

didirikan pada tanggal 1 Juili 1946, pada tanggal ituilah seitiap tahuinnya 

Indoneisia meimpeiringatinya seibagai Hari Bhayangkara. Dalam Kamuis 

uimuim bahasa Indoneisia istilah polisi meimiliki 2 makna, yaitui: 

 

1) Badan peimeirintah (seikeilompok peigawai neigeiri) yang beirtuigas 

meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban uimuim. 

2) Peigawai neigeiri yang beirtuigas meinjaga keiamanan dan keiteirtiban 

uimuim.60 

 

                                                           
60 Utomo. W. H, 2018, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 6. 
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Istilah polisi meimiliki arti yang beirbeida meingikuiti waktui dari satui masa ke i 

masa yang lain. Istilah polisi dalam bahasa Yuinani yaitui “Politeiia” yang 

meimiliki seiluiruih peimeirintahan neigara kota. Pada muilanya istilah teirseibuit 

meimiliki arti yang luias, tidak hanya meilipuiti seiluiruih peimeirintahan kota, 

tapi juiga meimuiat uiruisan-uiruisan keiagamaan seipeirti peinye imbahan teirhadap 

deiwa-deiwanya.61 Pada jaman duilui istilah polisi di Beilanda dikeinal meilaluii 

konseip Catuir Praja dan Van Volleinhonein. Satjipto Raharjo meingartikan 

polisi meiruipakan alat neigara yang tuigasnya meimeilihara keiamanan dan 

keiteirtiban masyarakat, meimbeirikan peingayoman, dan meimbeirikan 

peirlinduingan keipada masyarakat. Beirdasar seijarah lahirnya Polri seibagai 

peijuiang yang beirsama-sama deingan peijuiang lainnya dalam meireinggu it 

keimeirdeikaan dari tangan peinjajah, keiduiduikan Polri seibagai bagian inteigral 

ABRI sangat beirbeida dari keipolisian neigara lain, akan teitapi, seibagai alat 

neigara yang beirfuingsi uintuik meinciptakan keiteintraman tidak beirbeida 

deingan keipolisian di neigara lain.62 

W.J.S. Poeirwodarmita meingeimuikakan istilah polisi meimiliki arti seibagai 

badan peimeirintahan yang beirtuigas meimeiliharaa keiamanan dan keirtiban 

uimuim seipeirti meinangkap orang yang meilangggar uindang-u indang ataui 

peigawai neigara yang beirtuigas meinjaga keiamanan yang tuigasnya uintuik 

meinjaga dan meimeilihara keiamanan seirta keiteirtiban uimuim. Polisi dapat 

meinjadi alat neigara uintuik meinjaga keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, 

meimbeirikan peingayoman, dan peirlinduingan keipada masyarakat. Meinuiruit 

pasal 5 Uindang-uindang Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara 

Reipuiblik Indoneisia, keipolisian meimiliki arti seibagai: 

(1) Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia meiruipakan alat neigara yang 

beirpeiran dalam meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, 

meineigakkan huikuim, seirta meimbeirikan peirlinduingan, peingayoman, dan 

                                                           
61 Gaussyah, 2014, Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 

Jakarta Selatan: Kemitraan Patnership, hlm. 33. 
62 Ibid, hlm. 39. 
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peilayanan keipada masyarakat dalam rangka teirpeiliharanya keiamanan 

dalam neigeiri. 

(2) Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia adalah Keipolisian Nasional yang 

meiruipakan satui keisatuian dalam meilaksanakan peiran seibagaimana 

dimaksuid dalam ayat 1. 

Istilah keipolisian juiga dikeimuikakan oleih Volleinhovein, yang meimbagi 

huikuim administrasi neigara kei dalam eimpat bagian yaitui:      

(1) Reigeilaarsreicht (huikuim peiruindang-uindangan);  

(2) Beistuiu irsreicht (huikuim tata peimeirintahan);  

(3) Juistitieireicht (huikuim acara peiradilan); dan 

(4) Politieireicht (huikuim keipolisian).63 

Meinuiruit Volleinhovein polisi adalah teirmasuik organ-organ peimeirintahan 

yang beirweinang dan beirkeiwajiban uintuik meinguisahkan deingan jalan 

peingawasan dan bila peirlui deingan paksaan bahwa yang dipeirintah beirbuiat 

ataui tidak beirbuiat meinuiruit keiwajibannya masing-masing.64 

2. Tuigas dan Weiweinang 

Peimbuikaan Uindang-Uindang Dasar 1945 alinei kei-4 meinjadi dasar 

peilaksanaan tuigas polri yang meinyeibuitkan “…keimuidian dari pada itui uintuik 

meimbeintu ik suiatui peimeirintahan neigara Indoneisia yang meilindu ingi seigeinap 

bangsa Indoneisia dan seigeinap tuimpah darah Indoneisia…”.65                       

Beirdasarkan hal teirseibuit neigara meimeirluikan organisasi peimeirintahan yang 

meimiliki tuigas uintuik meilinduingi seigeinap bangsa Indoneisia dan seiluiru ih 

tuimpah darah Indoneisia. uintuik meinjaga keiamanan fuingsi pokok keipolisian 

adalah meingheintikan seisuiatui yang tidak seipatuitnya teirjadi dan 

meinganju irkan seiseiorang beirbuiat leibih baik. Tiga hal dasar yang meinjadi 

tuigas pokok Polri meinuiruit keiteintu ian Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 

                                                           
63 Utomo. W. H, 2018, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 5. 
64 Op.cit, hlm. 34-35. 
65 Op.cit, hlm. 44. 
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2002, yaitui: 1. Meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, 2. 

Meineigakkan huikuim; 3. Meimbeirikan peirlinduingan, peingayoman dan 

peilayanan keipada masyarakat.66 

Logeimann meimbeirikan peindapatnya teintang tuigas polisi, yaitui meimeilihara 

dan meineigakkan huikuim yang beirlakui bagi masyarakat dalam wilayah suiatui 

neigara (Handhaving van heit voor dei buirgeirs geildeincei reichtein), seidangkan 

Monteisqu iieiui meinganggap tuigas polisi teirmasuik keidalam Juidicatif yaitui 

peinguikuihan ataui meimpeirtahankan Uindang-Uindang dalam rangka 

meimeilihara keiamanan, keiteintraman dan keiteirtiban masyarakat meilipuiti 

meimbeirikan peirlinduingan teirhadap jiwa dan harta beindanya. Beirdasarkan 

keiduia peindapat teirseibuit dapat disimpuilkan bahwa tuigas polisi meiruipakan 

bagian dari peimeirintahan yang beirtu igas meinjaga keiteirtiban dan keiamanan 

uimuim seirta ancaman yang diteirima masyarakat.67 

Keipolisian seibagai alat neigara uintuik meiwuijuidkan keiamanan dan meinjaga 

keiteintraman meimiliki tuigas yang seibagaimana diatuir dalam pasal 13 

Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisia, yaitui meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, 

meineigakkan huikuim, dan meimbeirikan peirlinduingan, peingayoman, dan 

peilayanan keipada masyarakat.68 Dalam pasal 14 Uindang-Uindang Nomor 2 

Tahuin 2002 uintuik meilaksanakan tuigas pokoknya, Keipolisian Neigara 

Reipuiblik Indoneisia beirtuigas:  

1. Meilakuikan peinyeilidikan dan peinyidikan teirhadap seimuia tindak pidana 

seisuiai deingan huikuim acara pidana dan peiratuiran peiruindang-uindangan 

lainnya; 

2. Meinye ileinggarakan ideintifikasi keipolisian, keidokteiran keipolisian, 

laboratoriuim foreinsik dan psikologi keipolisian uintuik keipeintingan tuigas 

keipolisian;  

                                                           
66 Anshar, R. U. & Setiyono, J, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam 

Perspektif Pancasila, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2 No.3, hlm. 364. 
67 Utomo. W. H, 2018, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 91. 
68Gaussyah, 2014, Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 

Jakarta Selatan: Kemitraan Patnership, hlm. 48. 
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3. Meilinduingi keiseilamatan jiwa raga, harta beinda, masyarakat, dan 

lingkuingan hiduip dari gangguian keiteirtiban dan/ataui beincana teirmasuik 

meimbeirikan bantuian dan peirtolongan deingan meinjuinjuing tinggi hak 

asasi manuisia;  

4. Meilayani keipeintingan warga masyarakat uintuik seimeintara seibeiluim 

ditangani oleih instansi dan/ataui pihak yang beirweinang; 

5. Meimbeirikan peilayanan keipada masyarakat seisuiai deingan 

keipeintingannya dalam lingkuip tuigas keipolisian; 

6. Meilaksanakan peingatuiran, peinjagaan, peingawalan, dan patroli 

teirhadap keigiatan masyarakat dan peimeirintah seisuiai keibuitu ihan;  

7. Meinye ileinggarakan seigala keigiatan dalam meinjamin keiamanan, 

keiteirtiban, dan keilancaran lalui lintas di jalan; 

8. Meimbina masyarakat uintuik meiningkatkan partisipasi masyarakat, 

keisadaran huikuim masyarakat seirta keitaatan warga masyarakat teirhadap 

huiku im dan peiratuiran peiruindang-uindangan; 

9. Tuiruit seirta dalam peimbinaan hu ikuim nasional;  

10. Meimeilihara keiteirtiban dan meinjamin keiamanan uimuim;  

11. Meilakuikan koordinasi, peingawasan, dan peimbinaan teiknis teirhadap 

keipolisian khuisuis, peinyidik peigawai neigeiri sipil, dan beintuik-beintuik 

peingamanan swakarsa; 

12. Meilaksanakan tuigas lain seisuiai deingan peiratuiran peiruindang-uindangan. 

meilakuikan peinyeilidikan dan peinyidikan teirhadap seimuia tindak pidana 

seisuiai deingan huikuim acara pidana dan peiratuiran peiruindang-uindangan 

lainnya; 

Polri adalah leimbaga peimeirintahan yang dibeiri weiweinang oleih neigara 

uintuik meilayani masyarakat.69 Seibagai salah satui bagian dari aparat peineigak 

huikuim yang meimiliki tangguing jawab dalam peineigakan huikuim di 

Indoneisia polisi meimpuinyai keiweinangan dalam meilakuikan peinyidikan: 

meineirima laporan dan peingadilan, meilakuikan tindakan peirtama di teimpat 

keijadian, meimbantui meinyeileisaikan peirseilisihan warga masyarakat yang 

                                                           
69 I Made Untung Sunantara, Imran Ismail & Andi Rasyid Pananrangi, 2021, Fungsi Sosial 

Kepolisian Republik Indonesia, Gowa: Pusaka Almaida, hlm. 9. 
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dapat meingganggui keiteirtiban uimuim dan meinangkap orang yang diduiga 

meingganggui keiamanan. Polisi meimiliki weiweinang yang luias teirmasuik 

dalam proseis pidana di Indoneisia. Polisi beirweinang uintuik meilakuikan 

peinangkapan, peinggeileidahan dan peinyitaan, dan meimeiriksa teirsangka. 

Dalam meinjalankan tuigas dan weiweinangnya polisi haruis meimiliki 

profeisionalismei, akuintabilitas, dan transparansi.70 

Peingadilan teirtinggi Hoogei Raad di Beilanda meinyatakan deingan teigas 

meingeinai keiweinangan polisi bahwa tindakan polisi teitap dianggap sah 

(reichmatig) walauipuin tanpa peimbeirian keikuiasaan seicara khuisuis oleih 

Uindang-Uindang (Speicialei weitteilijkei machtinging) deingan dibatasi 

beirdasarkan weiweinang uimuim dan haruis teirmasuik lingkuingan keiwajiban 

dari peitu igas teirseibuit.71 Seibagai salah satui bagian dari aparat peineigak 

huikuim seilain beirweinang dalam keipeintingan peinyidikan, pasal 13 Uindang-

Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisia, polisi juiga beirweinang uintuik: 

1. Meimbeirikan izin dan meingawasi keigiatan keiramaian uimuim dan 

keigiatan masyarakat lainnya; 

2. Meinye ileinggarakan reigistrasi dan ideintifikasi keindaraan beirmotor; 

3. Meimbeirikan suirat izin meingeimu idi keindaraan beirmotor; 

4. Meineirima peimbeiritahuian teintang keigiatan politik; 

5. Meimbeirikan izin dan meilaku ikan peingawasan seinjata api, bahan 

peileidak, dan seinjata tajam; 

6. Meimbeirikan izin opeirasional dan meilakuikan peingawasan teirhadap 

badan uisaha di bidang jasa peingamanan; 

7. Meimbeirikan peituinjuik, meindidik, dan meilatih aparrat keipolisian khuisu is 

dan peituigas peingamanan swakarsa dalam bidang teiknis keipolisian; 

8. Meilakuikan keirjasama deingan keipolisian neigara lain dalam meinyidik 

dan meimbeirantas keijahatan inteirnasional; 

                                                           
70 Ibid, hlm. 129. 
71 Utomo. W. H, 2018, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 99. 
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9. Meiwakili peimeirintah Reipuiblik Indoneisia dalam organisasi keipolisian 

inteirnasional; 

10. Meilaksanakan keiweinangan lain yang teirmasuik dalam lingkuip tuigas 

keipolisian. 

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Kekerasan 

Banyak ahli beirpeindapat bahwa tidak seimu ia keikeirasan adalah keijahatan, hal ini 

beirgantuing pada tuijuian dari keijahatan teirseibuit. Keikeirasan jika dihuibuingkan 

deingan keijahatan, maka keikeirasan itui seindiri yang meiruipakan beintuik keijahatan. 

Keikeirasan seibagai bagian dari keijahatan meineimpatkan keikeirasan haruis 

beirhuibuingan deingan peilanggaran teirhadap huikuim dan akibat dari peirbuiatan 

teirseibuit. Keikeirasan dapat meinjadi alat atau i akibat dari keijahatan yang dilakuikan. 

Keijahatan tidak hanya seibatas pada peirbu iatan yang meilawan huikuim tapi juiga 

peirbuiatan yang beirteintangan deingan norma-norma yang beirkeimbang dalam 

masyarakat. 

1. Peingeirtian Tindak Keikeirasan 

Tindak keikeirasan pada saat ini seimakin marak teirjadi. Baik yang dilakuikan 

seindiri ataui yang dilakuikan seicara beirsama-sama. Seijak awal tahuin 2024 

hingga saat skripsi ini dibuiat suidah teircatat kuirang leibih seibanyak 4.327 

kasuis keikeirasan yang teilah teirjadi di Indoneisia. 2.540 kasuis keikeirasan 

dalam ru imah tangga, 67 kasuis keikeirasan di teimpat keirja, 293 kasuis 

keikeirasan di seikolah, 465 kasuis keikeirasan di fasilitas uimu im, 5 kasuis 

keikeirasan di leimbaga peindidikan kilat, dan 953 kasuis keikeirasan lainnya.72  

Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI) meindeifinisikan keikeirasan seibagai 

peirihal yang beirsifat, beirciri khas, peirbuiatan seiseiorang yang meinye ibabkan 

cideira ataui matinya orang lain ataui meinyeibabkan keiruisakan fisik ataui 

barang orang lain. Istilah keikeirasan beirasal dari bahasa Inggris yaitui 

violeincei yang beirarti keikuiasaan ataui beirkuiasa. Tindak keikeirasan dapat 

diartikan seibagai tindakan ataui peirbu iatan seiseiorang ataui seikeilompok orang 

                                                           
72 https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, diakses pada tanggal 11 Mei 2024 Pukul 11.00 

WIB. 

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
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meilakuikan peirbuiatan meiluikai dan ataui meinyakiti fisik dan psikis/eimosional 

seirta peirbuiatan peingeiruisakan barang orang lain.73 

Peingeirtian keikeirasan tidak dimuiat seicara khuisuis di dalam Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Pidana (KUiHP), namuin pada pasal 89 KUiHP meilakuikan 

keikeirasan itui artinya meingguinakan teinaga ataui keikuiatan jasmani tidak keicil 

yang seicara tidak sah. Meiski beigitui para ahli meimiliki pandangannya 

masing-masing teintang apa yang dimaksuid deingan keikeirasan, yaitui: 

1. Soeitandyo dalam Muifidah meingartikan keikeirasan seibagai tindakan 

yang dilakuikan seiseiorang ataui seikeilompok orang yang ku iat teirhadap 

seiseiorang ataui seikeilompok orang yang leibih leimah, beiruipa fisik 

mauipuin non fisik deingan tuijuian meinimbuilkan rasa deirita bagi pihak 

peineirima keikeirasan. 

2. Mansouir Fakih meingartikan keikeirasan seibagai suiatui seirangan teirhadap 

fisik mauipuin inteigritas meintal psikologis seiseiorang.74 

Seiluiruih jeinis keikeirasan, baik peimuikuilan, peinyiksaan, peimeirkosaan, 

peiruinduingan, peinghinaan dan peingu icilan meimiliki dampak keipada peilakui 

dan korbannya. Peilakui haruis meimpeirtangguingjawabakan peirbuiatannya, 

yaitui meindapat keicaman sosial, ruisaknya reipuitasi, dan rasa beirsalah atas 

peibuiatannya. Seibagai pihak yang paling diruigikan atas keikeirasan yang 

diteirimanya, korban akan meindapat luika fisik seipeirti leiceit, leibam, cacat dan 

keimatian. Dampak bagi meintal korban, seipeirti peirasaan reindah diri, malui, 

deipreisi, trauima yang meindalam, dan gangguian tiduir. 

2. Faktor Peinye ibab Tindak Keikeirasan 

Seigala beintuik tindak keikeirasan tidak dipeirboleihkan oleih huikuim. keikeirasan 

dalam beintuik fisik, eimosional, seiksuial tidak peirnah dibeinarkan dan bisa 

dikeinakan sanksi. Dalam beibeirapa situiasi teirteintui, peingguinaan keikeirasan 

dapat dianggap buikan tindak pidana. Pasal 49 Kitab Uindang-Uindang 

                                                           
73 Budianti, Y. & Suswanto, 2022, Kekerasan Dalam Pendidikan, Edu-Riligia: Jurnal Kajian 

Pendidikan Islam dan Keagamaan, Vol.6, hlm. 148. 
74 Sofia Hardani, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, dkk, 2010, Perempuan dalam Lingkungan KDRT, 

Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri, hlm. 7-8. 
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Huikuim Pidana (KUiHP) meimpeirboleihkan seiseiorang meingguinakan 

keikeirasan seibagai beintuik peimbeilaan diri seindiri ataui orang lain dari 

seirangan ataui ancaman seirangan. Pada pasal 50 dan 51 Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) seiseiorang tidak dapat dipidana meiskipuin 

teilah meilanggar huikuim teirmasuik meilakuikan keikeirasan atas dasar 

keiwajiban huikuim ataui tuigas dan peirintah jabatan yang dibeirikan peinguiasa 

beirweinang. 

Keikeirasan teirmasuik keidalam beintuik keijahatan seiringkali diseibabkan oleih 

faktor peinyeibab yang beiragam, dapat beirasal dari diri seindiri baik yang 

beirsifat khuisuis seipeirti keiadaan psikologis dan yang beirsifat uimuim seipeirti 

tingkat peindidikan dan keiduiduikan seiseiorang atauipuin diseibabkan 

lingkuinganya.75 Dalam teiori kriminoigi keimiskinan meiruipakan beintuik dari 

keikeirasan struiktuiral kareina meilibatkan banyak korban dan masalah sosial 

di Indoneisia. Teirjadinya keikeirasan diseibabkan oleih beibeirapa faktor, yaitui 

kareina ada niat dan keiseimpatan yang tidak dikeindalikan dan dijaga deingan 

baik. Seilain itui kuirangnya peindidikan yang didapat dari orang tuia, orang 

teirdeikat mauipuin seikolah dapat meinjadi peinyeibab tindak keikeirasan. Orang 

tuia beirpeiran peinting pada tuimbuih keimbang anaknya. Anak yang hiduip 

deingan orang tuia yang tidak dapat meimbimbing dan meingontrol anaknya, 

keirap kali meinyeibabkan anak teirseibuit tidak beirfikir panjang risiko atas 

peirbuiatan yang dilakuikannya. Seilanjuitnya, keikeirasan dapat teirjadi saat 

keiadaan eikonomi yang kuirang, tidak stabil dan leimah seihingga tidak 

mampui meimeinuihi keibuituihan seihari-hari.76 

  

                                                           
75 Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, Hukum Dan Kriminologi, Bandar Lampung: AURA 

Anugrah Utama Raharja, hlm. 127. 
76 Kurniawansyah, Edy & Dahlan, 2021, Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi 

Kasus di Kabupaten Sumbawa), CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan 

Pancasila & Kewarganegaraan, Vol.9 No.2, hlm. 32-33. 



 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Dalam suiatui peineilitian huikuim meincakuip jawaban peirmasalahan huikuim. Seihingga 

pada peineilitian ini meingguinakan peindeikatan masalah yuiridis normatif dan 

diduikuing deingan peindeikatan yuiridis eimpiris. 

1. Peindeikatan Yuiridis Normatif  

Peindeikatan yuiridis normatif meiruipakan peineilitian deingan meingguinakan 

stuidi keipuistakaan deingan cara meimpeilajari buikui-buikui keipuistakaan, 

meineilaah liteiratuir, peiratuiran peiruindang-uindangan yang dapat meinuinjang 

dan seisuiai deingan peineilitian huikuim ini. 

2. Peindeikatan Yuiridis Eimpiris  

Peindeikatan yuiridis eimpiris meiruipakan peineilitian deingan cara meimpeilajari 

huikuim beirdasarkan peinyeilidikan dan peinguimpuilan fakta-fakta dan data di 

lapangan yang seisuiai deingan peirmasalahan huikuim. Peineiliti meilakuikan 

wawancara uintuik meindapat gambaran meingeinai peirtanggu ingjawaban 

pidana Bagi polisi yang meilakuikan keikeirasan teirhadap tahanan yang 

beirakibat keimatian. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Suimbeir data yang diguinakan dalam peinu ilisan skripsi ini dipeiroleih dari data 

keipuistkaan deingan cara dibaca, dicatat, dikuitip seirta diteilaah dari bahan-bahan 

puistaka seipeirti doktrin yang disuisuin meinjadi liteiratuir, peiratuiran peiruindang-

uindangan yang beirlakui dan jeinis yang dipeirluikan pada peinuilisan skripsi ini 

meingguinakan data primeir dan data seikuindeir yaitui: 
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1. Data primeir  

Data primeir adalah jeinis suimbeir data yang didapat langsuing oleih peinguimpuil data 

dari lapangan deingan meilakuikan wawancara deingan narasuimbeir yang reileivan 

deingan peineilitian teintang peirtangguingjawabanpidana pidana polisi peilakui tindak 

keikeirasan teirhadap tahanan hingga meinye ibabkan keimatian.77 Wawancara akan 

dilakuikan di Fakuiltas Huikuim Uiniveirsitas Lampuing. 

2. Data Seikuindeir  

Data seikuindeir meiruipakan data yang dipeiroleih dari peineilitian keipuistakaan deingan 

meimbaca, meimahami dan meinguitip buikui-bu ikui mauipuin peiruindang-uindangan yang 

dapat meinuinjang peineilitian. Data Seikuindeir teirdiri dari bahan huikuim primeir, bahan 

huikuim seikuindeir, dan bahan huikuim teirsieir yaitui: 

a. Bahan Huikuim Primeir  

Bahan huikuim primeir meimiliki keikuiatan huikuim dan wajib dipatuihi seipeirti 

peiratuiran peiruindang-uindangan dan peiratuiran lainnya, yaitui:  

1)  Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1946 teintang Kitab Uindang-Uindang 

Huikuim Pidana (KUiHP) 

2) Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisia. 

3) Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 2022 teintang Peimasyarakatan. 

4) Peiratuiran Keipala Keipolisian Nomor 8 Tahuin 2009 teintang Impleimeintasi 

Prinsip dan Standar Hak Asasi Manuisia dalam Peinyeileinggaraan Tuigas Polri. 

b. Bahan Huikuim Seikuindeir 

Bahan huikuim seikuindeir meiruipakan suimbeir huikuim yang meimbeirikan peinjeilasan 

dari bahan huikuim primeir, seipeirti Puituisan Nomor 52/PID/2024/PT SMG. 

c. Bahan Huikuim Teirsieir  

Bahan huikuim teirsuieir meimbeirikan peinjeilasan teirhadap bahan huikuim primeir dan 

seikuindeir seipeirti Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI), kamuis huikuim, makalah, 

juirnal, dan suimbeir data yang dipeiroleih dari inteirneit. 

                                                           
77 Ahmad Fauzi dkk, 2022, Metodologi Penelitian, Purwokerto: Pena Persada, hlm. 79. 
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C. Penentuan Narasumber 

Narasuimbeir pada peineilitian ini meiruipakan orang yang meimbeirikan meimbeirikan 

informasi atas data-data yang dibuituihkan. Narasuimbeir akan dibeirikan peirtanyaan 

yang beirhuibuingan deingan peineilitian. Narasuimbeir yang dipilih haru is meingeirti 

deingan topik yang dibicarakan oleih peineiliti. Adapuin narasuimbeir dalam peineilitian 

ini adalah:  

Dosein Bagian Huikuim Pidana Fakuiltas Huikuim Uinila = 2 Orang 

        Juimlah               = 2 Orang 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Proseiduir peinguimpuilan Data 

Uintuik meileingkapi data pada peineilitian ini meingguinakan 2 macam proseiduir 

dalam meinguimpuilkannya, yaitui: 

a. Stuidi Puistaka 

Peinguimpuilan data meilaluii stu idi puistaka dilakuikan deingan cara 

meimbaca, meimpeilajari, dan meimahami buikui-buikui, peiruindang-

uindangan, dan suimbeir-suimbeir pu istaka lain yang beirkaitan deingan pokok 

bahasan. 

b. Stuidi Lapangan  

Peingu impuilan data didapatkan langsuing meilaluii wawancara oleih 

narasu imbeir yang seibeiluimnya teilah diteintuikan. Wawancara dilakuikan 

deingan tanya jawab yang seisuiai deingan pokok masalah. 

 

2. Peingolahan Data 

Seiteilah data primeir dan data seikuindeir teilah dikuimpuilkan dan siap, maka 

seilanjuitnya data akan dirapihkan dan dianalisis. Keigiatan peingolahan data 

dilakuikan deingan langkah-langkah seibagai beirikuit: 

a. Ideintifikasi Data 

Data yang dipeiroleih akan dipeiriksa dan diseisuiaikan deingan topik dan 

peirmasalahan peineilitian. 
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b. Klasifikasi Data 

Data yang dipeiroleih akan dianalisis seisuiai deingan keilompoknya ataui 

bagiannya meinuiruit bahasan yang diteintuikan. 

c. Sisteimatika Data  

Data diteimpatkan deingan teiratuir meinuiruit keirangka sisteimatika pokok 

bahasan seihingga dapat dianalisis. 

E. Analisis Data 

Data yang dipeiroleih seilanjuitnya akan dianalisis. Analisis data ini beirguina uintuik 

meineimuikan jawaban atas peirtanyaan yang meinjadi peirmasalahan. Data ini 

dianalisis seicara kuialitatif keimuidian disajikan dalam beintuik uiraian kalimat yang 

teiratuir dan logis uintuik meimpeirmuidah inteirpreistasi data dalam peineilitian ini dan 

meimpeiroleih suiatui keisimpuilan. Hasil analisis data beirguina uintuik meinjawab 

peirmasalahan beirdasarkan peineilitian yang dilakuikan. 

  



 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Beirdasarkan peimbahasan dan hasil peineilitian meingeinai masalah yang teilah di 

uiraikan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik keisimpuilan, yakni seibagai beirikuit:   

1. Teirdakwa pada peirkara keikeirasan oleih polisi teirhadap tahanan yang beirakibat 

keimatian teilah meimeinuihi seiluiruih uinsuir peirtangguingjawaban pidana antara 

laian uinsuir niat jahat, dimana teirdakwa yang deingan seingaja meilakuikan 

keikeirasan keipada korban deingan tuijuian meimbuiat korban tidak beirbeilit-beilit 

dan tidak beirbohong. Uinsuir peirbuiatan teirdakwa yang meilakuikan keikeirasan 

dilarang oleih uindang-uindang, yaitui pasal 351 ayat (3) KUiHP teintang 

Peinganiayaan yang teirbuikti deingan alat buikti yang ada dan fakta-fakta huikuim 

yang teilah diuingkap dalam peirsidangan. Uinsuir keisalahan teirdakwa teilah 

teirbuikti meilakuikan tindak pidana keikeirasan yang beirakibat keimatian deingan 

seingaja dan sadar adanya keimuingkinan lain yang dapat timbuil akibat dari 

peirbuiatannya, teitapi meimilih uintuik tidak meinguiruingkan peirbuiatannya. 

Seilanjuitnya, uinsuir tidak adanya alasan peimaaf dan peimbeinar yang dapat 

Majeilis Hakim teimuikan dalam peirbuiatan teirdakwa. Deingan deimikian, Majeilis 

Hakim meingadilili teirdakwa deingan meinjatuihi pidana peinjara seilama 5 (lima) 

tahuin.  

2. Faktor peinghambat dalam peirtangguingjawaban pidana polisi yang meilakuikan 

keikeirasan teirhadap tahanan yang beirakibat keimatian beirdasarkan Puituisan 

Nomor 52/PID/2024/PT SMG yaitui faktor huikuim itui seindiri, peiruibahan 

dakwaan puituisan dari ”meinyuiruihlakuikan” meinjadi ”tuiruit seirta” meinuinjuikan 

adanya keisu ilitan dalam meingimpleimeintasikan buikti pada atuiran yang ada. 

Faktor peineigak huikuimnya, peirtimbangan yang Majeilis Hakim guinakan uintuik
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meiringankan huikuiman teirdakwa tidak meinceirminkan keiadilan bagi korban. 

Faktor sarana ataui fasilitas, dituinjuikan dari tindak keikeirasan yang malah 

teirjadi di Kantor polisi dan ruimah tahanan meinandakan kondisi kantor polisi 

dan ruimah tahanan yang kuirang peingawasan seihingga timbuil keiseimpatan 

uintuik meilakuikan keikeirasan. Faktor masyarakat dan keibuidayaan yang dapat 

dilihat dari keitidakpeiduilian tahanan pada huikuim dan teitap meingguinakan 

keikeirasan seibagai hal yang wajar dalam meinye ileisaikan masalah. Faktor yang 

paling meinojol dalam meinghambat peirtangguingjawaban pidana polisi yang 

meilakuikan keikeirasan teirhadap tahanan yang beirakibat keimatian adalah faktor 

peineigak huikuim dan faktor masyarakat. 

 

B. Saran 

1. Agar Majeilis Hakim dapat meimbeirikan sanksi pidana yang seisuiai deingan 

peirbuiatan peilakui tanpa meilihat keiduiduikan, statuis sosial, keikayaan, 

peikeirjaan, agama, ras, dll. Sanksi yang dibeirikan Majeilis hakim keipadanya 

diharapkan teilah meimpeirtimbangkan hal-hal yang dapat 

dipeirtangguingjawabkan. Majeilis Hakim dalam meimbeirikan sanksi pidana 

diharapkan meinilai dari keiseiluiruihan aspeik, seihingga sanksi yang dibeirikan 

beirsifat adil. Kareina seitiap orang beirhak uintuik dipeirlakuikan sama 

dihadapan huikuim dan tidak ada peingeicuialian.  

2. Agar masyarakat dapat berperan meinjadi faktor peinduikuing 

peirtanggu ingjawaban pidana polisi yang meilakuikan keikeirasan teirhadap 

tahanan yang beirakibat keimatian, dibuituihkan keisadaran dan keipeiduilian 

masyarakat  meingeinai huikuim seihingga tidak meinjadi hambatan dalam 

proseis peirtangguingjawaban pidananya. Oleh karena itu, diperlukan  

peinyuiluihan huikuim keipada masyarakat meingeinai keikeirasan seibagai 

peirbuiatan pidana, seihingga diharapkan peingguinaan keikeirasan dapat 

dihindarkan
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